KEBIASAAN MASYARAKAT DESA TABARENAH MENJEMUR
KOPI DI JALAN RAYA DI TINJAU DARI SIYASAH
DUSTURIYAH

SKRIPSI

Diajukan guna Memenul8yaratsyarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalamllmu HukumTata Negara

IAIN CURUP

OLEH:

WULAN DWI AMEILIA
NIM : 19671026

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI 6AH DAN EKONOMI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN) CURUP
TAHUN 2023



Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah dindakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami
berpendapat skripsi WULAN DWI AMEILIA yang berjudul “Implementasi Pasal
13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan
Perlindungan Masyarakat Ditinjau Dari Figh Siyasah” Sudah diajukan dalam
sidang Munaqassh Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan
terimah kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 06 Juli 2023

Pembimbing 1 Pembimbing 11

e
Ibuha

NIDN : 2020116902






PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : Wulan Dwi Ameilia

Nim : 19671026

Fakultas  : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pemah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarja di suatu perguruan tinggi,
dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau
dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pemyataan ini tidak benar, saya
bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat di
pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 02 Agustus 2023

Penulis
v 8
~

46964177
Waulan Dwi Ameilia

NIM. 19671026



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Al hamdul il l ahibil dal ami n, segal a puji
kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat
menyel esai kan s kr iKBEBBASAAN MASYARAKAT &DESA] u d u |
TABARENAH MENJEMUR KOPI DIJALAN RAYA DI TINJAU DARI
SI YASAH DUST Wang vérdpakan salah satu syarat guna memperoleh
gel ar Sarjana Hukum (S.H) program studi
Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepagiada kita
Nabiyullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam kedunia ini dan
juga ilmu pengetahuan kepada umatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak
mendaoat kan bi mbingan serta arahan dan d
dapat diselesaika sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan
terimah kasih yang sebedagsarnya kepada semua pihak yang telah memberikan
bantuan terutama :
1. Kepada orang tuaku yang tak bodmsan memberikan arahan dan nasehat
terbaik dalam hidup wulan. Mendukung wulan dimanapun wulan berada.
Yang penuh perjuangan membesarkan wulan dan menjadikan rumah sebagai
madrasah pertama bagi wulan. Terimah kasih atgsité#@uta doa yang
dilangitkan setiap harinya untuk wulan. Alhamdulillah begitu hebatnya Allah

melalui kalian hingga wulan sampai berada pada titik ini.



2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.l selaku rektor Institut Agama Islam
Negeri Curup.

3. Bapak Dr. Yuseir M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

4. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H. selaku ketua prodi Hukum Tata
Negara (Siyasah Syaroéiyyah) 1T AI'N Cur u|

5. Bapak Habiburrahman, S.H.I.,M.H. Selaku sekretaris prodi Hukum Tata
Negara (SiygRACurdpyar 6i yya

6. Bapak Mabrur Syah.,S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I. Selaku Pembimbing | dan Albuhari
M.H.I Selaku Pembimbing Il yang telah memberikan arahan dan bimbingan
dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Dr.Busman Edyar, M.A. selaku ketua sidang Munaqgosah.

8. BapakHabiburrrahman.,S.H.l.,M.H. selaku sekretaris Sidang Munaqgosah.

9. Bapak Dr. Syahrial Dedi., M.Ag. selaku penguji I yang sudah memberikan
arahan dan masukan yang begitu luar biasa dalam sidang Munaqgosah.

10.Bapak Ridhokimura Soderi, M.H. selaku Penguiji Il yaagah memberikan
arahan dan masukan yang begitu luar biasa dalam Sidang Munagosah

11.Bapak Tomi Agustian, S.H.I.,M.H. Selaku Penasehat Akademik yang telah
memberikan arahan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan
perkuliahan di IAIN Curup.

12.Seluruhdosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan
arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis

13.Bapak/lbu Dosen serta Staf Institut Agama Islam Negeri Curup.

Vi



14.Serta seluruh narasumber yang telah mendukung pengambilan guna

meyelesikan skripsi ini.

vii



MOTTO

KEBAIKAN YANG SEMPURNA?

PERBUATAN BAIK YANG TIDAK DISERTAI DENGAN

MERASA ORANG BAIK.

WULAN DWI AMEILIA

viii



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis penjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang

telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam

menyelesaikan skripsi ini, dengan melewati tatedqap yang panjang, selalu teriring

sal am d a n -odhgaeéciata,sipsi ennkg persembahkan kepada:

1.

Terkhusus untuk orang tuaku yang selalu mendoakan saya yang terbaik setiap
sholatnya, menjadi alasan untuk aku tetap istigomah didalam pendidikan ini,
menjadi kekuatan, pendorong dan penyemangat didalam pengerjaan skripsi
ini. Kata terimah kasih pun takkan cukup untuk mengucapkan kepada
mereka. Terimah kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, nasehat,
dukungan dan segala doa yang selalu dihaturkan disetiap tetes hidupku yang
tak akan bisa terganti dan terbalas dengan wapdpu. Semoga Allah
membalas Surga untuk kalian dan dijadikanNya Ahli Surga.

Untuk saudara kandungku yang telah memberikan dukungan didalam
menyelesaikan skripsi ini.

Untuk orang tuaku bapak Ade Pernandes yang selalu bersedia untuk wulan
repotkan disetiagengerjaan tugas kuliah dan pengerjaan skripsi ini dan
selalu mendukung wulan dimanapun wulan berada. Terimah kasih atas segala
jasa dan dukungan sedari Madrasah Aliyah hingga saat ini.

Terimah kasih untuk sahabatku Minar Oktapiani dan Seli Karisma @ktav
yang telah membersamai sampai saat ini memberikan dukungan, semangat

turut serta saling membantu didalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.



5. Ter i mah kasi h unt uk sahabat ku APasu
Oktaviani, Minar Oktaviani, Dwi Shinta Aani, Maya Rahma Yanti, Denti
Priyani, Zulfikar Salim, Renaldi Prayoga, Muhammad Igbal Fiqri, dan
Nofrimus Rafi Deltho yang telah bersamama dari masa Madrasah
Tsanawiyah hingga Sekarang.

6. Terimah kasih sahabat Madrasah Aliyahku Komala Sriwijayani, Leoni
Agustia, Vebwi Mardatillah, Karina Dwi Lestari, Alda yang telah bersama
sama dari masa putih abu hingga sekarang.

7. Terimah kasih kepada Farhan Kholil Gibran yang senantiasa ikhlas
membantu serta memberikan dukungan dan semngat didalam pengerjaan
skrpsi ini.

8. Terimah kasih kepada sahalsahabat masa perkualiahanku Clara Melina
Pratiwi, Della Fironita, Nur Aini, Tia Meila Sari dan Tri Gusti yanto yang
telah bersama sejak masa perkuliahan dan memberikan dukungan dalam masa
kuliah.

9. Temanteman kelas Hukum Tataegara Angkatan Il tahun 2019 yang
bersamasama tumbuh dan berjuang dibangku perkualiahan.

10.Keluarga besar HMPS Hukum Tata Negara

11. Almamater Tercinta IAIN Curup



ABSTRAK

KEBIASAAN MASYARAKAT DESA TABARENAH MENJEMUR KOPI DI
JALAN RAYA DI TINJAU DARI  SIYASAH DUSTURIYAH

Oleh : Wulan Dwi Ameilia (19671026)

Di Desa Tabarenah kebiasaan masyarakat yang menjemur kopi di jalan raya
yang tentunya hal ini tidak sesuai dengdasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentaagydfenggaraan
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Mésyar
Sehingga banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kebiasaan tersebut,
seperti: hilangnya keindahan kota, jalan yang menjadi kotor akibat dari bekas
penjemuran kaptersebut dan jalan raya menjadi licin yang menganggu pengendara
kendaraan umum yang melintasi jalan tersebut. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini ialah kualitatif. Tujuan nya menganalisis kasus dengan metode
memadupandankan bahkhbahan hukum (infonasi skunder) dengan informasi
primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk
Mengetahui kebiasaan masyarakat Desa tabarenah menjemur kopi di jalan raya di
tinjau dari Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini adgaliamakebiasaan
masyarakat Desa Tabarenah tidak sesuai dengan pendPagah 13 Ayat 5
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan
MasyarakatMasih banyak faktorgmnghambat dalam pelaksanaan Perd@mitama
dari pihak pemerintah yang menjadi faktor penghambatnya seperti kurangnya
sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat dan sarana dan peaiaadari
masyarakat seperti kurangnya kesadaran masyarakadua berdasar tinjauan
Siyasah Dusturiyah bertentangan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah bahwa hukum
menjemur kopi adalah boleh (mubah) namun kemudian berubah hukumnya menjadi
dilarang karena dilakukan dijalan raya lebih besar menimbulkan mafsadah digandin
maslahat yang didapatkan.

Kata kunci : Kebiasaan, Perda, Siyasah Dusturiyah.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undarigndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (sel anjutnya di sebut UUD NRI 19.
I ndonesia adal ah negaranm nbhgark bukuin, yanrgga | a h
dalam bahasa Inggris disedegal stateataustate based on the rule of law
dalam bahasa Belanda dan Jerman diseletitsstaat, adalah dianutnya
pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraanNzajara.
konsep Negara ltkum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima
dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun
ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk
menyebut prinsip Negara Hukum adalah he rawl, e noft . Yafg man 6
disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang
per orang yang hanya bertindak sebagai
mengaturnya.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat
hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan,
dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infra struktur kelembagaan

politik, ekonomi dan sosial yang tertib rdaeratur, serta dibina dengan

! Tapriiya, AEf ekti vitas Pel aksanaan Peraturan Dae|
Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta rakyat Terhadap Larangan Pesta Malam Di Kabupaten Musi
Rawas BHKrimsir(Cudup: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Curup,

2022),1.



membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara Hukum Adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin
keadilan kepada warganya. Gagasan Nedmkum ini sesungguhnya terlahir
sebagai reaksi dari negara polisi (Polizei Staat). Yang merupakan tipe Negara
yang dianut pada saat itu. Negara polisi adalah suatu negara yang
memberlakukanalles wor het volk, maar niet door bdRajalah yang
menentukan segalagalanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya
sendiri), danasas legibus salutus est, salus publica supremgkiepentingan
umum mengatasi semua undanglang). Jadi dalam negara polisi rakyat tidak
mempunyai hak terhadap raja dan segalaatasya ditentukan oleh raja. Oleh,

Karena itu untuk membendung adanya kesewemaamangan dari kekuasaan
yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikaihakakakyat
muncullah ide lahirnya Negara hukdm.

Pasal 18 Ayat (1) U Néyaral Kedatan Repubtk b er b
Indonesia dibagi atas daerdherah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiipp provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
Pemerintahan daerah, yang diatur dengan undamgl a n g O , artinya
Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan
Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Daerah

provinsi, Kabuapten/Kota merupakan daerah yang otonom, vyaitu suatu

® Muntoha,Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 19%6gyakarta: Kaukuba,
2013), 1.



masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayartentu yang berhak,
berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Pada pasal 18 ayat (2) UubD 1945 vyang b
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurud asas otonomi dan tugas perbantuan
hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dalam
Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya
Pasal 10 ditegaskan Pemerintah Daerah memggégakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh-undang
undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi
luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyariat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan pimgipip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan Kkeklamsuserta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Intlonesia.
Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalasystem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
®Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu

bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah Negara.

“Agung Maldi Saputra,i P e n g a Exequtiven Riview Terhadap Peraturan Daerah
Kabupat e8kfipki ¢Bermgkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 20148. Riakses
Pada http://repository.unib.ac.id/8944/2/1%2CIl1%2Cll1%2CH#agu.FH.pdf

® pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014



Masingmasing Negara menerapkan otonomi daerah sesuai denganikondis
politik kekuasaan Negara tersebut. Pen
Bandul Jai mo yang bergerak dari Kiri k
penerapan desentralisasi di Indonesia yang bergerak antara sentralisasi dan
desentralisasi.

Pemeintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk
membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan
Pasal 14 Undangndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan perundangn d angan yai t u, arMCmérah provinghu at an
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung
kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang
undangan yang lebih ting§

Peraturan daerah (Perda) adalah salah satu jenis peraturan perundang
undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk
melaksanakan otonomi daeramdagas pembantuan sebagaimana diamanatkan
dalam UndangJndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang

Undang tentang Pemerintah Daefah.

® |rfan SetiawanPemerintahan DaerahJakarta: Wahana Resolusi, 2018), 3.

" Agung Maldi Saputra fAPengatur an Eexhadap Perauean DRérahi e w
Kabupat e 8kfipsidBergkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 20148. Riakses
Pada http://repository.unib.ac.id/8944/2/1%2CIl1%2Cll1%2C#agu.FH.pdf

® Sindika Adelia Hasanah|mplementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Masyarakat, Dan Ketertiban Umum, Terhadap
Penertiban Pedagang Kakima (PKL) Perspektif Hukum IsldmSkripsi (Lampung: Program Studi



Pemerintah kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2021 sebagai upaya dakland rangka memberikan
kesadaran kepada masyarakat terhadap ketentuan peraturan petunttargan
dan menciptakanrasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan
terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudkan kehidupan
masyarakat yangaginai dan sejahteraDalam pasal 13 ayat 5 yang berbunyi :

ARSeti ap orang at au badan dil arang
mengaki batkan kerusakan dan/ atdu gangec

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakathaslzdtu
tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan
peraturan perundaagndangan sehingga terselenggaranya ssemtli
kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik dari segi masyarakat,
bangsa, dan Negath.

Dengan perkembgan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia pun
membuat alat transportasi. Dahulu oramgng hanya menggunakan hewan
seperti unta dan keledai. Tetapi dengan kecanggihan teknologi saat ini mereka
pun membuat alat trnasportasi yang lebih bagus, kuat, iddah¢cepat seperti

motor, mobil, pesawat dan sebagainya.

Hukum tata Negara, Falkultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2016), 5
.<http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi bab 1%262.pdf>.
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Ketdyéin Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 13
ayat 5.

Yperaturan Daerah Kabupeten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 1
Ayat 12.



Menggunakan alat transportasi, baik itu sepeda motor, mobil atau sepeda,
sudah menjadi bagian dari rutinitas kita sehari, baik itu berkendara ke
sekolah, ke pasar maupun ke kantor.

Berbicara megenai berkendara, keselamatan adalah yang utama dan
paling utama. Untuk mewujudkan keselamatan itu, pemerintah telah menetapkan
peraturarperaturan lalu lintas, yang tujuannya adalah untuk menciptakan
keselamatan serta kenyamanan dalam berkeffdaReratiran dibuat
pemerintah tidak dalam rangka kemudharatan atau kebatilan. la merupakan
bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat melalui
nilai keislaman??

Peraturan mengenai lalu lintas memang harus ada, dan eksistensinya tidak
bodeh ditiadakan. Karena tiadanya peraturan lalu lintas dapat menimbulkan
mudharat yang besar. Khususnya bisa mengancam salah satu dari lima pokok
yang harus dilimdungi yaitu jiwa. Dengan demikian umat Islam harus
mendukung penuh peraturan dengan cara ntieyaa Ketaatan pada peraturan
pemerintah juga tidak lepas dari ajaran Islam dan keteladanan yang dicontohkan
oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa dijadikan komitmen oleh umat islam
untuk menjunjung tinggi nilanilai ajaran Islam™

Undangundang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan, merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh

pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan

'3 Lathoif Ghozali, dkk Figih lalu Lintas ,(Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2019, 5
14| athoif Ghozali, dkkFigih lalu Lintas, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2019), 12.



nyaman bagi pengguna jalan. Penggunan jalan selain untuk kegiatan &du lint
adalah kegiatan yang menggunakan sebagian atau seluruh ruas jalan di luar dari
fungsi utamanya.

Jalan raya adalah fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang dan
hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jalan raya yang
dimanfaatkan secarpribadi secara tidak sah atau sama dengan mengambil hak
orang lain tanpa izin. Tentunya permasalahan ini tidak sesuai dengan penerapan
pasal 13 ayat 5 peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun
2021.

Pada dasarnya seseorang dapat menggurstzagian jalan raya untuk
kepentingan pribadi selama kegiatan tersebut memiliki izin penggunaan jalan
untuk hal lain selain lalu lintas. Namun dalam beberapa kasus di masyarakat
masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan fungsi jalan sesuai dengan
perturan perundangndangan yang berlaku.

Jika dilihat dari adanya warga atau penduduk yang menggunakan jalan
raya untuk kepentingan pribadi maka tidak banyak mengandung
kemaslahatannnya justru lebih banyak mengandung keburukan dan
kerugiannnya. Seperti, n§yg terjadi di Desa Tabarenah Kabupaten Rejang
Lebong para penduduk atau warga yang menjemur kopi di jalan raya oleh sebab
itu maka yang terjadi jalan yang seharusnya merupakan hak pengguna jalan
justru dijadikan tempat untuk memenuhi kepentingan pribadingy
mengakibatkan ganggguan pada fungsi jalan didnga bisa menyebabkan

kecelakaan.



Selain itu, menjemur kopi di jalan raya ini juga bisa membuat jalanan
menjadi macet dikarenakan saat mobil atau motor berpapasan salah satu
pengendara harus berhenti karena bagian jalan yang digunakan untuk kegiatan
selain lalu lintas. Tak hanya itu, keb#é®n masyarakat ini juga dapat merusak
keindahan kota, apalagi jalan raya Tabarenah ini merupakan jalan lintas yang
sering dilalui oleh pengendara yang menghubungkan antar kabupaten Rejang
Lebong dan Kabupaten Lebong.

Siyasah Disturiyah membahas undangdang dasar suatu negara dengan
isinya yg membahas mengenai bentuk pemerintahan, leAdradaga negara,
dan hak serta kewajiban sebuah warga negara. Bidang kajian siyasah dusturiyah
khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan
institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi
kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah Dusturiyah
merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait
perudangundangan negara (konskpnsep konstitusi, legislasi, lembaga
demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai
konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah
dan rakyat serta hahak warga negara yang waijib dilindufiyi

Hukum yangmenjadi panutan masyarakat merupakanattsocial yang
tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat.-Citea social dengan cara
bersandar pada hukum, kahukum yang merupakan norma isbsmaupun

hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukwdugr penguasa. Setiap

15 Makhrus Munajat dan Siti Fatimalimu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusyah

(Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 48.



keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum.
Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meuputi harapan keamanan
dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itu manusia akan
berhadap pada hahl dibawah ini:

1. Kemaslahatan hidup bagi diri sendiri dan orang lain;

2. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang
setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang
baik dan benar;

3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukidokum tidak pilih bulu
atau memilihmilih dan memilahmemilah dengan alasan berbeda bulu;

4. Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat sehingga tegaknya
hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya
sistem keamanan lingkungan;

5. Kebebasan Weskpresi, berpendapat bertindak dengan tidak melebihi
batasbatas hukum dan norma social,

6. Regenerasi social yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa
depan kehidupan social dan kehidupan berbangsa serta berffegara.

Untuk upaya realisasi mewujudkkemaslahatan umat para ulama sepakat

dengan strategi yang semestinya dilakukan, yaitu :
1. Melaksanakan apapa yang diperintahkan dan menjauhi -apa yang

terlarang (berdasar pada tunjukan nash).

®Boedi Abdullah,Politik Ketatanegaraan dalam IslantBandung: Cv Pustaka Setia, 2012),
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2. Melaksanakan semua sebab dan syarat yang diwajibkan (lr&edakaedah
Ma La yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib).
3. Menghindari sebab yang membawa kepada bencana (berdasarkan kaedah
SadduaDz ar i 6ah)
Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judifebiasaan Masyaakat Desa Tabarenah Menjemur
Kopi di Jalan Raya Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjepaudli alan
raya menurut Peratan DaeralKabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun
2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat
dan perlindungan masyarakat
2. Bagaimana TinjauarSiyasah Dusturiyahlterhadap kebiasaan masyarakat
Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya ?
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapatlilakukan lebh focus, sempurna dan mendalam
maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi
vari abel nya. Ol eh sebab i tu penul i s m
kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jaladh taoyau dari

Siyasah Dusturiya

Sindi ka Ad e limpememtasis Rasak 30, Perdiuran Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kiwnan, Masyarakat, Dan Ketertiban Umum, Terhadap
Penertiban Pedagang Kaki L i m,aSkripsP (KdmpungP Bakultgs e k t i f
Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020) <http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi bab
1%262.pdf>.
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D. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kop
di jalan raya menurut Peumain Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor
2 tahun 2021tentang penyelenggaraan ketertiban umukatentraman
masyarakat dan perlindungan masyarakat

Untuk mengetahuiTinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebiasaan

masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jaiga

E. Manfaat Penelitian

1.

adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain slkebakyat:

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu
dan pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu hukum tata negara, dan
bisa memjadi wawasan/informasi bagi peneliti dan pihak lain yang berkaitan
denganKebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan
Raya di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyakhusus nya bagi mahasiswa
sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang dibidang
Hukum Tata Negara dilingkup Kampus IAIN Curup.
Manfaat Praks

Terkhusus untuk penulis sendiri menjadi sebagai pembelajaran untuk
menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sebagai pengalaman, serta
sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas

Syari 6ah dan Ekonomi | sil(lAIN) Curmps t i t ut
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F. Kajian Literatur
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih dengan penelitian
yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. Maka penulis
sudah mengadakan tinjauan pustaka, terhadap karya ilmiah, maka hasilnya
antardain :

1. Skripsi Sindika Adelia Hasanah Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Tata Negar a, Universitas Raden I ntan
Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018
Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Kebarni Umum Terhadap
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum 1¢fam.

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah Skripsi tersebut
berfokus pada penertiban pedagang kaki lima dalam perspektif hukum
Islam sedangkan penelitian ini berfokus padarga yang menggunakan
jalan untuk kepentingan j@di ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

2. Skripsi Muhammad llham Buana, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum
tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul :
ATi nj auan Fihgdhp PSlakyanas &dnertibam Pengemis Dalam
Peraturan Daerah Kota Bandar lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Ketentraman masyarak&t Dan Ketertiban

8 Sindika Adelia Hasanah Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Masyarakat, Dan Ketéstinam, Terhadap
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum |5|8kmipsi (Lampung: Fakultas
Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020) <http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi bab
1%262.pdf>.

¥ Muhammad Ilham Buana,Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksaan Penertiban
Pengemis Dalam Peraturan Daerah Dalam Peratufdaerah Kota Bandar Lampung Nomor 01
Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Katertban Unmbknipsi (Lampung: Fakultas
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Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah Skripsi Tersebut
berfokus Pada Tinjauan Figih Siyash Tathp Pelaksaan Penertiban
Pengemis sedangkan penelitian ini berfokus pada warga yang
menggunakan jalan untuk kepentinganbadi ditinjau dari Siyasah
Dusturiyah.

3. Skripsi Aqil Baihagi Fairuzan , Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam,
Universitas Islam negeriSyekh Nurjati Cirebon, dengan judul
Al mpl ement asi Peratur an Daer ah No mo
penyelenggaraan Ketertiban Umum, Kketentraman masyarakat dan
Perlindungan Masyarakat terhadap Perelokasian Pedagang Kaki Lima
Perspektif Hukufi Ekonomi Syariaho

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah skripsi tersebut
berfokus pada perelokasian pedagang kaki lima perspektif hukum ekonomi
syariah sedangkan penelitian ini berfokus pada warga yang menggunakan
jalan untuk kepentingan fadi ditinjau dari Siysah Dusturiyah.

G. Penjelasan Judul
1. Kebiasaan
Makna kebiasaan berasal dari katdiasa, yang mengandung arti

pengulanganatau sering melakukan walau dalam wakfang berbeda dan

Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017)114.<http://repository.radenintan.ac.id/11974/1/skripsi
bab 1%262.pdf>.

Aqi | Bai ha bmplemerdasiPeratusan Daeréh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat déaprha
Perelokasian Pedagang Kaki Lima Perpektif Hukum Ekonomi Sy@arials k r i p s i (Cirebon:
Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022) <https://www.who.intfnews
room/factsheets/detail/autistepectruradisorders>.
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ditempat yang berbedgula. Kebiasaafiebiasaan yang dilakukaridak
terlepas dari sebuah niailai atau values. Kebiasaan yaitu sesuatu yang
biasa dikerjakan, tingkah laku yang seringiulang sehingga lama
kelamaaan menjaditomatis dan bersifat menetdp.
2. Masyarakat
Masyarakat merupakan manusia yarsgnantiasa berhubungan
(berinteraksiengan manusia lain dalam suatu kelomffok
3. Desa Tabarenah
Desa Tabarenah merupakan Desa yang terletak dalam Kecamaan
Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
4. Menjemur
Menjemur adalah memanaskan (mengeringkan) aivah sinar
maaharid bawah sinar panas matahAti.
5. Kopi
Kopi merupakan salah satu hakibmoditi perkebunan yang memiliki
nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya
dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya
berperan penting sebagai sumber devisa melainkan juga merupakan

sumber penghasilan bagi tidak kurang dari satu sdiejuga jiwa petani

“Nunu Nurfirdausdan Risnawatifi St u d i Tentang Pembentukan Kel
Soci al Siswa (Studi Ka4sNos01 (R019), 8N 1 Wi nduj anten)o
22 Bambang Tejokusumo,i Di nami k a Masyarakat Sebagai S

Penget ahu 8mMo®¢2014)ad. o
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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kopi di Indonesiag*
6. Jalan Raya
Jalan Raya merupakan suatu landasayang bertujuan untuk
melewatkan lalu lintaglari suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk itu
jalan raya harus dibuat dengan aman,ceptdpat, nyaman,efisien dan
ekonomis
7. Siyasah Dusturiyah
Syasah Dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas
masalah perundaagndangan negara agar sejalan dengan -miilai
syard at .
H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah prosedur dalam menemukan data yang akurat
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Berikut teknik yang
digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

penelitian ini adalahenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif
adalah suatu pendekatan dalam melakukan p@nelyang berorientasi
pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif
sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa

dilakukan di laboratorium, melainkan dilapangan. Oleh sebab itu

2 Bambang Marhaenanto, dkk Penent uan Lama Sangrai Kopi
Derajat Sangrai Menggunakan Model Warna RGB Pada Pengelolaan Citra Digital (Digital Image
Processing)09, No. 01, (2015), 102.

% Muhammad Igbal,Figh Siyasah Konstektual i sasi Doktrin
Prenadamedia Group, 2014 ), 177.

P c
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penelitian ini seringlisebut dengan naturalistic inquiry, atau field study.
*penelitian kualitatif merupakan penelitan yang menekankan pada
pemahaman mengenai masamasalah dalam kehidupan sosial
berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks,
danrinci. %’

Penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian lapangaRid]ld
Researchmengkaji terkait ketentuan yang berlaku ditengah masyarakat.
Penelitian ini  bertujuan menganalisis kasus dengan metode
memadupadankan bakbahan hukum (informasisekunder) dengan
informasi primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha
untuk menuturkan pemecahan masalah yadg sekarang berdasarkan
datadata, menganalisis, dan menginterprestasikannya. Penelitian
deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan
faktual mengenai faktéakta yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa TabarkixecamatarCurupUtara

%7Zuchri Abdussamad,Metode Penelitian Kualitatif(Makassar: Cv Syakir Media Press,
2021), 30.

2" Eko Murdianto, Metode Penelitian Kualitatif,(Yogyakarta: lembaga Penelitian dan
Pengabdi an Kepada Masyarakat (LP2M) Uni versitas
Press, 2020), 190.
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4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah suatu pekerjaan yang dimana bertujuan untuk
memperoleh data dalam melaksanakan penelitian. Adapun data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yangpéioleh dengan cara melakukan
studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara
terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang
telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Atau data primer, wattata yang
diperoleh langsung dari sumber pertama.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan
studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan
membaca, mengultip, mencatat  budaku, menelaah
perundangundangan yangberkaitan dengan permasalahan
penelitian.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier atau data Tersier , yakni bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklofedia.

8 |shag,Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disefda&irta:
Alfabeta, ©17), 100102.
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5. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan informasi ini penulis memakai sebagian metode
sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi merupakan pengamatan yang dicoba dengan metode
mengamati objek penelitian yang bertujuan supaya memperoleh
gambaran tentang suasana maupun peristiwva yang heidakkan di
lapangan. Sifat observasi ini memiliki sifat alami, sebab fenomena yang
terjalin bersumber pada kenyataan yang terjalin di lapangan. Sepanjang
aktivitas observasi hingga bisa diambil sebagian objek yang tercantum
kedalam penelitiaf’
b. Wawancaa
Wawancara (interview) merupakan alat pengumpul data untuk
memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang
dimaksudkan disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang
dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validdaas d
reliabilitas. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua
orang atau lebih secara langsung tentang informémimasi atau

keterangarketerangan. Pewawanca(aterviewer) adalah pengumpul

#Selvi Andriyani,i Ti nj auan siyasah Dusturiyah Terhadap
Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) .Skripsi (Curup : program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
lain Curup, 2022),11.
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informasi®
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara yamligunakan untuk memperoleh data
dan informasi dalam bentuk tulisan, angka dan gambar yang berupa
laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi
juga digunakan untuk mengumpul kan dsa

6. Analisis Data

Setelah datalata yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah
selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada
penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain
mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakulkeralisis data
kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data
yang telah didapatkan dengan berbagai literature maupun dengadatiata
yang diarsipkan.

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam
penggunaarnidak ada satu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya
setiap bagian dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis
data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain hubungan timbal

balik. Selanjutnya datdata tersebut @n dianalisa dengan memunculkan

% |shag,Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disefdakarta:
Alfabeta, 2017), 115.
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beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan hasil temuan t&tsebut.

31 Nadia Veronica,i Pe mu | i h asasi Marugia Dalam Sistem Restirative Justice
Ditinjau Dari S iSkripsis(@unup: ProgramuStudi Hakhnd Tata Negara, Fakultas
Syariah, IAIN Curup, 2022), 28.



BAB Il
LANDASAN TEORI
A. Figh SiyasahDusturiyah
1. Pengertian Figh Siyasah

Figh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Afigh, dan siyasah.

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Figh
Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masmaging kata dari seqi
bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) figh adalah keterangan
keterangan tentang pengertiamwatpaham dari maksud ucapan si
pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap rmakksdd
perkataan dan perbuat¥nSecara istilah figh ialah pengetahuan tentang
hukumhukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang
diperoleh dari dalidalil yang fashil (terinci dari aQuran dan Sunnah).

Figh atau Syariah atau hukum Islam adalah keteritetantuan yang
menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan,
mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum itu diartikan sebagai
penetapan esuatu atas sesuatu yang lain, yakni penetapan suatu yang
boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang untuk dikerfikan.

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus,
memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan

siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada

%2 syahrial Dedi, et alFigh Siyasah(Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019), 1.
% Beni Ahmad Saebarfigih Siyasah(Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 18.
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sesuatu yang bersifat polifi§Secara terminologis, sebagaimana
dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan
kemasl| ahatan umat manusia setwmali dei
Qayyim dalam I bn O0Aqi l menyatakan: |
yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh
dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan
bahkan Allah tidak menentukanny&"Secara linguigk, siyasah artinya
mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan,
sebagaimana dalam kalimat sasgalm, mengatur kaum, memerintah
dan memimpin®®

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Figh Siyasah ialah ilmu
yang mempelajari hahwal urusan umat dan negara dengan segala
bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh
pemegang kekuasan yang sejalan dengan-dasar ajaran syariat untuk
mewujudkan kemaslahatan uniat.

2. Pengertian Siyasah Dusturiyah
Kata i D u s t hemasalodari bahasa Persia. Semula, artinya
Afseorang yang memi | i ki otoritas,

maupunagamao. Dal am perkembangan

3 Makhrus Munajat dan Siti Fatimaimu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,
(Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12.

*Hidayatullah Figih, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimtan Muhammad Arsyad Al
Banjari Banjarmasin, 2019), 155.

% Beni Ahmad Saebariigih Siyasah(Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 25.

Wahyu Abd wigih Siyasata DaJam ferspektif -4uran dan Hadist 3, No 1
(2018), 2.
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digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama)
Zoroaaster (Majusi). Setelah ngalami penyeraan kedalam bahasa
arab, kata dustur berkembang penegrtiammgajadi asas, dasar, dan
pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang
mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesame anggota
masyarakat dalam sebuah Negarbaik yang tidak tertulis
(konstitusi)*®

Kata Dustur sama deng&onstitutiondalam bahasa Inggris
atau UndangJndang Dasar dalam Bahasa Indonesia. Dengan
demikian Siyasah Dusturiyah adalah bagian Figh Siyasah yang
membahasa masalah perundamglangannegar agar sejalan
dengansyariat Islam. Artinya, Undakgdang itu konstitusinya
mengacu dan mencerminkan pringifinsip hukum Islam yang digali
dari AlF-Qu r 6 a n -suh@ah, batksnengenai akidah, ibadah, akhlaq,
muamalah, maupun semua yanghbodungan dengakenegaraar’
Dalam hal ini juga dibahas antara lain konkepsep konstitusi
(undangundang dasar Negara dan sejarah lahirnyaperundang
undangan dalam suau Negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan
undangundang)lembaga demokrasi dan syura merupakaar pil
penting dalam perundanghdangan tersebut. Disamping itu, kajian ini

juga membahas konsep negarahukum dalam siyasah dan hubungan

% Boedi Abdullah,Politik Ketatanegaraan dalam IslaniBandung: Cv Pustaka Setia, 2012),

%9 Boedi AbdullahPolitik Ketatanegaraan dalam IslgriBandung: CV Pustaka Setia, 2012),
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timbal balik antara pemerintah dan Hadk warga Negara yang wajib
dilindungi. *°
Figh Siyasah Dusturiyaldapat dikatakaselagai ilmu politik
pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek
aspek yang berkaitan dengan ddhlil umum dalam AQur 6 an dan
Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Disamping itu perjalanan ljtihad
para ulama mengingat terjadinya peruakdan perkembangan zaman
yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemeriftahan.
3. Objek Kajian Figh Siyasah Dusturiyah
Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehodupan
bernegara dan pemerintahan. Kehiduoan politik diartikan seb@igtagi
yang digunakan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang
perlunya pembentukan undangdang dan pengangkatan atau pemilihan
pemimpin Negara. Nilanilai yang diusung berakar dari citita suatu
Negara dalam menegakkan demokratis politik. ag§abmana
dilakukannya pemilihan umum di tingkat daerah, wilayah pesta
demokrasi adalah tercapainya lima tujuan syariat islam.
Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam
atau dalam siyasah adalah mengatur kpentingan Negara dan
mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islaam,

dan sesuai dengan dasksarnya yang universal (kull) untuk

40 M.Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradiki@,Anal i sis Figh Siyasah D
Pembentuka Per aturan Tentang Tradi ngNolin202lyeé&nce dal am
“1 Boedi Abdullah,Politik Ketatanegaraan dalam IslartBandung: Cv Pustaka Setia, 2012),
20.
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merealisasikan tujuatujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

SiyasahDusturiyahmempelajari hubungan antara pemimpin pada satu
pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembaga@mbagaan yang
terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah
meliputi hathal dibawah ini:

a) Kajian tentang konsep imah, khalifah, imarah, mamlakah,

berikut hak dan kewajibannya;

b) Kaian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;

c) Kajian tentang bai éah dar. Zaman

d) Kajian tentang Waliyul Ahdi;

e) Kajian tentang perwakilan atau wakalah;

f) Kajian tentang ahl ghalli wa ataqdi;

g) Kajian tentangwizareh, sistem pemerntahan presidential dan

parlementer;
h) Kajian tentang pemlihan umuff.
4. Prinsip-prinsip Figh Siyasah Dusturiyah

Dalam format otonomi daerah, beberapa prinsip yang digunakan
sebagai landasan sekaligus pedomargembangan pelaksanaan seperti
yang tertuang dalam penjelasan Undandang Nomor 32 tahun 2004
adalah :
a) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi

23.

2 Boedi Abdullah,Politik Ketatanegaraan dalam IslartBandung: Cv Pustaka Setia, 2012),
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dan keanakaragaman daerah.
b) Pelaksaaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian
daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Daerah

Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Keberhasilan daerah dalam menetapkan prpsigsip tersebut, akan
bergantung pada berapa @eskomitmenunsur pelaksanaanya, yaitu
Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, responsibilitas, dan
akuntabilitas atas dasar nHailai moralitas dan etika yang dianut
masyarakat di daend>

Dalam melaksanakan tugagyas sebagai pejabat administrasi Negara
dalam membuat kebijakan, ada aaaas yang harus dipegang, yaitu:

a) Asas Legalitas

b) AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik
c) PrinsipTauhidullah

d) Asas PersamagMabda AtMusawabh)

e) PrinsipMusyawarah

f) Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

g) Keseimbangasosal

h) Asas Tangung Jawab Negéra

43 Boedi Abdullah,Politik Ketatanegaraan dalam IslanBandung: Cv Pustaka Setia, 2012),
28-29.

“4 Boedi Abdullah,Politik Ketatanegaraan dalam IslanBandung: Cv Pustaka Setia, 2012),
29-66.
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B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan daerah

Peraturan daerah adalah peraturan hukum atau keputusan hukum yang
dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRIuk u
melaksanakan tugdsgas pemerintahan di daerah. Peraturan daerah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perungaagngan yang
lebih tinggi®®

Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan
pemerintah di daerah yang merupakan atgetara sah yang diberikan
kepada pemerintah daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah
berlaku beberapa Undawgdang yang menjadi dasar hukum
penyelenggaran pemerintah daerah dengan menetapkan Perda sebagai
salah satu instrumen yuridisnya.

Bebeapa Undangindang yang menjad dasar hukum
penyelenggaraafemerintahan daerah dari Undanglang Nomor 1
Tahun 1957 tentang Pokok pokok Pemerintahan Daerah, U+nnthalagg
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pgakok
Pemerintahan Daerah, Umdpundang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokglokok Pemerintahan Daerah, Undanglang

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Unrdadgng

5 Neni Sri Imaniyati dn Panji AdamPengantar Hukum Indonesidakarta: Sinar Grafika,

2018), 76.
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Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undadgng
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemt&han Daeraf’

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat
persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas
pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjutpdeaturan
perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas
masingmasing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau peraturan perundadgngan yang lebih
tinggi.Perda dibentuk berdasarkan pada asas peuolzen peraturan
perundargundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan
Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan
Perda berpedoman kepada peraturan pmngundangan.

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda
disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundangndangan yang lelbitinggi dapat dibatalkan oleh
Pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang
undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau

keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan

“*Hartiwiningsih, dkk, Menelisik Pengujian Peraturan Daerah Dalam Bingkai Hukum
Responsif(Bogor: Unida Press, 2019), 26.
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kepala daexh tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
Perda, dan peraturan perundamglangan yang lebih tinggi.

Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam
Lembaran Daerah daPeraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah
dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam
menegakkan Perda dan penyelenggaraan Kketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong'Praja.

Keberadaan peraturanatah merupakan pemberian kewenangan
kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri,
karena ada bagian dari urusamisan daerah selain diatur dalam undang
undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan
dengan kelenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah
dipertegas dalam. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a
ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk
Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan
bersama". 8lanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009
Tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi
mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi
bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan
peraturan daah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah

provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD
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Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD
kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan
daerah kabugten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan
memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh
bupati/walikota®
Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemesgtehpat
untuk melaksanakan peraturperaturan lain yang lebih tinggi
derajatnya. Oleh karema itu materi Perda secara umum memuat antara
lain:
a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah darhdal
yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daera
b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan
(Mendebewindl dengan demikian Perda merupakan produk hukum
dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah ,
yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan
mengurus urusan rurhatangga sendiri sekaligus juga Perda
merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai

daerah otonorf

“8 A. Zarkasi, 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasark®eraturan Perundang
Undangan*Vol 2, No.4 (2004): 104.

“9A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang
Undangan*Vol 2, No.4 (2004): 105.
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2. Syarat pembentukan peraturan daerah
Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundatangan
yang baik termasuk pembuatan peraturanmatadimana syarat ini dapat
juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:

a. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan dengan-nilai moral
suatu bangsa sebagai pandangan hidup ( di Indonesia, terakumulasi
dalam Pancasila.

b. Syarat Yuridis, yaitu adanyndasan hukum yang menjadi dasar
dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan
landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang
dibentuk.

c. Syarat Yuridis terbagi dua:

1. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar
peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan
peraturan tertentu.

2. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus
sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi
sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah
kesadaran masyarakat terhadap hukdm.

3. Prinsip Pembentukan Peratur an Daerah
Setebh Undang-Undang Nomor 22 &hun 1999 dignti dengn

UndangUndang Nomor 32 8hun 2004, prinsigprinsip pembentudn Perca

%0 A. zarkasi, 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang
Undangan“Vol 2, No.4 (2004): 106.
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ditentukan selagai berikut: (1) Perd ditetapkan oleh Kepla Daerah setedh
mendipat persetujan berema DPRD; (2) Perd dibentuk @lam rangka
menyelenggrakan otonomi, tugs pemiantuan dan pengbaran lebih bBnjut
perturan perun@ngundangan yang lebihtinggi deng@n memperhtikan ciri
khas masingmasing cherah; (3) Perdh tidak boleh berter@ngan dengn
kepentingn umum @n/atau pefturan perun@ng-undangan yang lebih
tinggi; (4) Pera dibentuk berdasarkan pada asas pembentukn pesturan
perundng-undangan, (5) Masyarakat berrek memberilan masukan seara
lisan atau tertulis dlam rangka menyapkan atau pemlahasan Raperd, (6).
Perdh dapat memuat ketentian belan biaya paksaan penegkan hukum,atau
pidana kurungan paling lama enam buln atau denc selanyak-banyaknya
Rp. 50.000.000,(lima puluh jut rupiah). (7) Pesaturan Kepala Daerah dan
atau Keputusn Kepala Daerah diteapkan untuk medksanakan Perd. (8).
Perdh berlaku setesdh diundangkan dalam lembaran berita daerah. (9). Perd
dapat menunjuklan pepbat tertentu seéigai pejabat penyidik tertentu
selagai pejabat penyidik pednggaran Perd (PPNS Perd); (10)
Pengundngan. Peré dalam Lembaran Daerah dan Pesaturan Kepala Daerah

dalam Berita Daerah.>!

®L A. Zarkasi, "Pembentuka Perauran Daerah Berdasarkan Perauran Perundang-
Undangan" Vol 2, No.4 (2004): 109.
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C. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penyelenggaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyar akat,
dan Perlindungan Masyar akat

Pemturan Daerah Kabupaten Regng Lebong Nomor 2 dhun 2021
tentang Penyelenggen Ketertiten Umum, ketenaman Masyarakat, dan
Perlindungn Masyarakat dimaksudkan dalam rangka memberikan
kesadaran kepada masyarakat terhedap ketentan pesturan perun@ng-
undangan.>® Pemturan ini juga bertujten agar tercipnya rasa aman dan
tentam dalam kehidugn masyarakat dan terhindairnya masyarakat dari
gangguan sehingg terwujudikan kehidugn masyarakat yang damai dan
sephter.>®

Pemturan Daerah Kabupaten Regng Lebong Nomor 2 dhun 2021
tentang Penyelenggen Ketertitan Umum, ketenaman Masyarakat, dan
Perlindungn Masyarakat ini terdiri dari 15 (lima belas) bab dan terdhpat 89
pasal yang searaumum dapat dijelaskan selagai berikut :
a. Bab 1 (stu) terdiri dari 1 pasal yang menjesskan tenng ketentan
umum
b. Bab Il (dua) terdiri dari 2 pasal yang menjedskan tenang meksud
dan tujuan yang tertagi menpdi 2 bagian, vyaitu: bagian kestu

tentang meksud, @n bagian kedwa tentang tujuan.

*Perguran Daereh Rejang Lebong Nomor 2 Taun 2021 Tentag Penyelenggaan
Ketertiban Umum,Ketentranan Masyarakat dan Perlindunga Masyearakat Pasd 2.

3 Pperauran Daersh Rejang Lebong Nomor 2 Teun 2021 Tentag Penyelenggaan
Ketertiban Umum, Ketentrenan Masyarakat dan Perlindunga Masyearakat Pasd 3.
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c. Bab Il (tiga) terdiri dari 1 pasal yang menjehskan teni@ng
kewerangan penyelenggraan ketertian umum, ketenaman
masyarakat dan perlindungn masyarakat.

d. Bab IV (empat) terdiri dari 7 pasal yang menjedskan tentng
kewajiban penyelenggraan ketertian umum, ketenaiman
masyarakat dan perlindungn masyarakat.

e. Bab V (lima) terdiri dari 63 pasal yang menjedskan tentng
ketertian umum, ketenaman masyarakat dan perlindungn
masyarakat terbagi menpdi 3 bagian, yaitu: bagian kestu tentang
ketertikan umum, lagian kedwa tentang ketentaman masyarakat,
dan bagian ketiga tentang perlindungn masyarakat.

f. Bab VI (eram) terdiri dari 2 pasal yang menjedskan teneing
pembirsan, pengendian, dan pengwasan.>*

g. Bab VII (tujuh) terdiri cari 1 pasal yang menjehdskan tenting
kerjasama dan koordirasi.

h. Bab VIII (delapan) terdiri dari 1 pasal yang menjedskan tenaing
pelaporan.

I. Bab IX (Sembibn) terdiri cari 1 pasal yan menjebskan tenteng
tunjangan khusus.

j. Bab X (sepuluh) terdiri &i 1 pasal yang menjehskan tenting

pendinaan.

* Pperauran Daeersh Kabupaen Rejmg Lebong Nomor 2 Taun 2021 Tentag
Penyelenggaan Ketertibax Umum, Ketentrenan masyarakat, dan Perlindunga Masyarakat.
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k. Bab Xl (sebeds) terdiri dri 1 pasal yang menjedskan tenang
ketentan penyidilan.

|. Bab Xll (dua belas) terdiri dari 1 pasal yang menjehdskan tenaing
sanksi administrative.

m. Bab XIllI (tiga belas) terdiri dari 2 pasal yang menjehskan tenaing
ketentwan pidana.

n. Bab XIV (empat beks) terdiri dari 2 pasal yang menjehskan tenting
ketentwan dan lain-lain.

0. Bab XV (lima belas) terdiri dari 2 pasal yang menjehskan tenting

ketentan penutup’”

Dalam penelitan ini penulisakan fokus mengkji pada bab V yaitu
tentang tertib plan, angkutan jalan dan angkuian sungi yang dijelaskan
dalam pasal 13 ayat (5) berisi terdng :

i 8tiap orang atau badan dilarang mebkukan perbatan yang

mengkibatkan keruskan dan/ atau gangguan fungsi plan pada jalan
daerah &°.

*perguran Daersh Kabupaen Rejmg Lebong Nomor 2 Taun 2021 Tentag
Penyelenggaaan Ketertibax Umum, Ketentrenan masyarakat, dan Perlindunga Masyarakat.

*®Pperguran Daereh Kabupaen Rejmg Lebong Nomor 2 taun 2021 Tentag
Penyelenggaan Ketertiban Umum, Ketentrman Masyarakat Dan perlindunga Masyaakat Pasd

13 Ayat 5..



BAB Il
GAMBARAN UMUM
A. Kabupaten Rejang Lebong
1. Aspek Geogsafis

Sea@ra geogsefis Reng Lebongadalah salah satu dari bebebpa
kabupaten yang terletk di provinsi Bengkuld! Kabupaten Rejng
Lebong dengn terlebk pada posisi 102°19102°57" Bujur Timur dn
2°22'07" 3°31' Lintang Sehtan.>® Kabupeten ini terlegk di Luak Ulu
Musi Seluah lemtah ditengh rangkaian Bukit Barisan dan berprak 85
Km dari kota Bengkulu yang meruakan ibu kot provinsi. berhatasan
den@gn Kabupaten Lebong én Musi Rawas di kagian Utara, Kota
Lubuk Linggau dan Musi Rawas dibagian timur, Kabupaten Kephiang
dan Emmt Lawang dibagian Sebtan, Bengkulu tengh dan Bengkulu
sebtan dibagian Barat. Ibu kot dari kabupaten Regng Lebongadalah
kota curup kot yang beada pada ketinggian 603700 mdpl. Kabupaten
Rejang lebong Provinsi Bengkuluseara keselurulan memiiki luas

wilayah 1.515,76 km? yangterdiri dari:

*'Solehdn, fi taWialal Rerspektif Ekonomilsad, 01, No. 01 (2021), 7
®Fer i Mur tAnaisisnDpya Bamg Usgha Tani di Kabupaen Rejmg Lebongo,
Skripsi (Bengkulu: Flultas Pertanian, Universita Bengkulu, 2013), 45.
*M. Igbal Liayong Praama, et d , Arahai Kebijakan Mitigasi Bencana Gunungai Kaba
Di Kabupaen Rejag Lebong Provinsi Bengkwduy, 01, No. 01 (2019), 1009.
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Gambar 3.1

Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong

W area sawah dan
permukiman

m Area Kolam dan
Tambak
m Lain-lain

m kawasan Hutan

m Semak dan llalang

m Area Perkebunan

60

Tabel 3.1

Batas-batas Kabupaten Rejang Lebong

Batas Wilayah

Utara Kabupaten Lebong
Sehbtan Kabupaten Kepahiang
Timur Kabupaten Musi Rawas
Barat Kabupaten Bengkulu Udra

Sebedh Utara dengn Gunung Sebel dan Gunung Sebt,
Sebebh Sebtan den@n bukit Rindu dihuan, Sebedh timur dengn bukit

Barisan. Sebedh Barat dengn ssmudra Indonesa.

pemerinth Kabupaen Rejag Lebong Dina Paiwisata, Febolous Rejag Lebong, 7.
®> Feni Desmi Widiastutifi P e r krganbstem di Rejmg Lebong Bengkutu, Skri psi .
(Bengkulu: Fé&ultas ushuludin Alab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2021), 3{1.
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2. Aspek Topoguafi

Sea@ra topogefi, Kabupaten Repng Lebong merugkan daerah
yang berbukitbukit, terlebk pada dataran tinggi pegunungn Bukit
Barisan den@n ketinggan 10 hingga 1500 mdplatau sebear 25.20%
dan 23,12% atau 35.841 Heldre wilayah kabupaten ini beeda di
ketinggian 7531000 mdpl. Senjutnya 17.79 perseratau 24.477 hekire
berada di ketinggan 0-250, 15,27 persestau 23.672 hekire berada di
ketinggen 250500 mdpl, 16,64 perseatau 25.798 hekdre bernda
diketinggian 506750 mdpl, 3,92 persemtau 6.077 heldre berda di
ketinggen 5031.000 mdpl, dn 0.16 persenalnnya atau selas 255
hekiare berda di ketinggan lebih dri 2000 mdpl ®?

Sea@ra umum kondisi fisik Kbupaten Reang Lebong sedmai
berikut: Kelerengn: datar sampai bergelomlang, Jenis @nah: Andosol,
Regosol, Podsolik, dtasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedng,
lempung @n sedikit berpsir den@n pH tanah 4,517,5 , Kedlaman
efektif Tanah : selagian besr terdiri atas kedlaman 60 cm hingg lebih
dari 90 cm, sebgian terchpat erosi rin@n den@n tingkat pengikign 01
10 %. Kabupaten Repng Lebong tergolong agrah agraris yang sejuk
banyak menglasilkan berkagai produk hasil bumi berup per@anian.
®kabupaten Repng Lebong terlek pada ketinggan kurang cari 100

meter @ri atas permukan laut, selas 2.250 H, 100 500 m diatas

®2Sekretais Daerah Kabupaen Rejag LebongRencana Pembagunan Jangka Menengé
Daerah (RP JMD) kéupaen Rejag Lebong 2022026, (Curup: Pemerinta Kabupaen Rejag
Lebong, 2021), 3.

®pemerinth Kabuoaen Rejag Lebong Dina Paiwisata, Fabulous Rejag Lebong, 6.
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permulaan laut selas 48.324 b, ketinggan 5001 1.000 mseluas 64.345
ha, dan pada ketinggian 1.000 m ketas selas 36.657 %
3. Kecamatan yang ada dikabupaten Repng Lebong
Se@ra umum, ata-rata kecamatan di Kabupaten Regng Lebong
terlettk pada ketinggian 750hingga 1500 meter ditas permulkan laut,
semendra itu terdapat lima kecamatan yang terlebk pada ketinggian
dibawah 250 meter ditas permukan laut yaitu Kecamatan Kota
Padang, Ke@matan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Sindang Beliti Ulu ®®
Kabupaten Regng Lebong memiliki 15 kesmatan yang meliputi
156 Des atau keluahan, diantaranya
a. Kecamatan Bermani Ulu dengan 12 dea
b. Kecamatan Bernani Ulu Raya dengn 10 dea
c. Kecamatan Binduriangdengn 5 des
d. Kecamatan Curupdengn 9 kelushan
e. Kecamatan Curup Sedtan dengn 2 keluehan dan 9 desa
f. Kecamatan Curup tengh dengn 9 keluehan dan 1 des
g. Kecamatan Curup Timurdengn 4 kelughan dan 5 des

h. Kecamatan Curup Utradengn 2 kelughan dan 12 des®

®Erin Kartika Trizilia, fi F u n g siiKejell Rada Upacara Perkawinan Di Curup
Kabupaen Rejmg Lebong Pr o \vSkripss (YogRdaragHekullasuBehasa dan Seni,
Universitas Negeri Yogy&arta, 2014), 20.

% Sekretais Daerah Kabupaen Rejag Lebong Rencaa Pembagunan JangkaMenengé
Daerah (RP JMD) Kadupaen Rejag Lebong 2022026 (Curup: Pemerinta Kabupaen Rejang
Lebong, 2021), 3.

% pemerinta daersh Rejang Lebong Dina Paiwisata, Fabolous Rejag lebong 8.
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i. Kecamatan Kota Padang dengn 3 kelughan dan 7 dea
j. Kecamatan Padang Ulak Tandingdengn 1 kelughan dan 14desa
k. Kecamatan Selupu Rgngdengn 3 kelushan dan 11 dea
|.  Kecamatan Sindang Beliti Uludengn 9 dea
m. Kecamatan Sindang Beliti Ilir dengan 10 dea
n. Kecamatan Sindhng Dataran dengn 6 dea
0. Kecamatan Sindang Kelingi 1 kelumha dan 11 dea ®’
B. Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara
Desa berasal dari bahasa Sansekera yaitu dhesi, yng bearti
tanah kebhiran atau tanah tumph darah. Dalam kamus Besr Bahasa
Indonesa (1993) disebutén desa adalah: (1) sekelompok ruah di luar kota
yang merupkan kestuan kampung, dusun; (2) uditau dusun dlam arti
daerah pedilaman setagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah.®®
Desa merupkan bagian dari kabupaten/kota yang merupkan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki katas wilayah yang berweang
untuk mengtur dan mengurus ur@ pemeringhan, kepentingn
masyarakat setempt berchsarkan prakarsa masyarakar, hak asal-usul, ser
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemeriahan

Negara kesatuan republic Indonesi Setep des yang ada di Indonesa ada

®’Pemerinth Kabupaen Rejag Lebong Dina Paiwisata, Fabolous Rejag Lebong8.
% Rudy, Hukum pemerintaan Desa (Banda Lampung: CV Anugréh Utama Raharja,
2022), 1.
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yang mempungi karakteristik sendiri, sehinggada yang menyebut des
dengn sebun lain sesai kearifan local masyarakat des.®

Banyak des yang ada di republik ini maka dapat dilakukan
perataan oleh pemerirgh pust dan pemeringdh daerah. Bentukbentuk
perataan yang dapat dilakukan adalah meliputi pembentwn, penglapusan,
peng@bungn, perulahan setus, cin penespan des. Adanya perataan des
tersebut mempuraytujuan:
a. Mewujudkan efektivitas penyelengaraan pemeringhan des
b. Mempercept peningkatan keseghteraan masyarakat des

c. Mempercept peninglatan kualitas pelyanan public

o

. Meningkatkan kualitas tata kelola pemeringhan des dan

Meningkatkan daya saing des.”

®

Desa dalam systemtata Negara Indonesa merugkan bagian
dari penyelenggra pemeringh, meskipun keweangan yang diberilan tidak
seperti pemerihan daerah. Oleh larema itu, penyelenggra pemeringhan
di des dilakukan oleh pemerirghan des.

1. Sejarah Desa Tabarenah

Desa tabarereh dulunya sebwah talang atau lebih teptnya

sekelompok pehi yang perkebuannya terletak diwilayah tabarenah dan

berpondok kelompok DesTabarenah yang selagian besr belasal dari

®Erick Muhammad Fauzan, Hukum Tda Negaa Indonesia (Malang: Set@a Press
Kelompok Intrans Publishing Wism&alimetro, 2016), 143.

" Erick Muhanmad Fauzan, Hukum Taa Negaa Indonesia (Malang: Setsa Press
Kelompok Intrans Publishing Wism&alimetro, 2016), 143.
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Desa Perbo. Lebih tegtnya warganya kini sekagian besr beiasal dari
des Perbo @n Dusun Curup. Bn lama kelamaan berar-berer menpdi
sebwah des yang akan tetpi belum adanya kepala des masih
menginduk ke Dusunddvah. Maka dalam seprah Des Tabererah dan
Dusun swah sama-sama dipimpin oleh pesah yang sma. Lebih
tepatnya seke@amatan Curup Ugraini.”*

Pada tanggal 27 september 1945 dies Tabarerah terjadi
pertempuan di kota Curup antara rakyat den@n Jepang. Rakyat
memustkan kekuwatan di dusun TBbarensh. Jegng mengirim utuan
dengn memlawa ancaman-ancaman. Komando di Tabrerah diseehkan
Kepada Staf Batalyon R. Islandar Ismalil dibantu kemla
mobilisasi/latihan karya MZ.Ranni pada tanggal 30 desember 1945,
menjebng fajar Jepang menyeang Tabarerah. Jemlatan Tabarenah
menpdi  Ajang Perebwn perghanan kedwa bela pihak.
Ketidakseimtangan persenmgtaan akhirnya Jepang dapat masuk Des
Tabererah dan den@n memlabi buta menemlak dan memlakar rumah-
rumah rakyat teruama Talang atau Dusun Rgar Bulan yang mengdi
bagian dusun | dengn nama gang perjangan.

Pertempuan di des Tabarereh merugkan pertempuen besr
antara rakyat den@gn tentra jepang di daerah Bengkulu. dlam
pertempuan korban tewas dan luka-luka dari pihak jepang menepai 90

orang, semerara korban tewas pihek rakyat lebih dari 250 owng.

"l Rita Ariansi, Sekretds DesaTabarensh, Wawancaa, Di Rumah Kediaman Ibu Rita
Ariansi, Hai Sabtu, Tanggd 25 Maret 2023, Whtu 14.30 WIB.
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Pertempuan di Tabarenah ini menydarkan jepang bebpa senangatnya
rakyat Indonesh di daerah Repng Lebong mempeaahankan
kemerdekan sehing@ komandan Jpang yaitu Ino Mia pada tanggal 31
desember 1945 mengfttep presiden Indx Tjaya untuk berdmai. "

Maka des Tabarenah dikatakan des perjuangan dan selagai
saksi terjpdinya pepeangan pada saat itu dengn pening@lan pandasi
jembatan lama dan masih rumah sisa pemtakaran tentra Jepang yang
bentukny belum berubh.”

Tabel 3.2

Sejarah desa dan kepala desa Tabarenah dari masa ke masa.

Tahun Peristiva

19351945 Tabarerah masih masuk kagian
dari marga yang  mungkin
kecamatan yang bermma marga
bermani ulu yang beribukaod Dusun
Sawah pesieh berrama Abdul
Khalik yang berwibyah marga

merigi.
19451950 Dengan Pesiah Buyung
19501965 Pesiah Abdul Sani
19651970 Pesieh Sabirin Rahim
19701975 Pesiah Ramli
1975 Pesiah Abdul Aljabar

Kepala Desa Bdur Alim Tabarerah
ini men@kup Datarn tapus hing@
Pal 100

2 pemerinta Kabupaen Rejag Lebong Dina Pariwisata, Fabulous Rejag Lebong30.
"3 Rita Ariansi, Sekretds DesaTabarenzh, Wawancara, Di Rumah Kediaman lbu Rita
Ariansi, Hai Sabtu, Tanggd 25 Maret 2023, Whtu 14.30 WIB.
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Kepala Desa Samin

Kepala Desa Abdul Ghefur

Kepala Desa M.Yusuf

Kepala Desa Zainudin

19781992 Desa Tabarenah kepala Desa Ramli
dan pada tahun 1980 Des
Pahlawan terpish dari Tabarenah

19931995 Kepala Desa Suhgini
19952000 Kepala desa Plt. llot
20002006 Kepala Desa Sultan Jamil
20092015 Kepala Desa JhoniA
20152016 Pjs Hernman

20162022 Kepala Desa Komi Aryani

. Kondisi Umum Desa

a. Peta Desa Tabarenah
Gambar 3.2

Peta Desa TabarenaliKecamatan Curup Utara
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b. Batas wilayah
Sebeah Timur : Dea TanjungBeringin
Sebeah Utara : Desa Dataran Tapus
Sebeah Barat : Desa Suka Datang dan Sularami
Sebebh Sebtan: Des Pahlawan
c. Luas Wilayah
Luas des Tabrerah Sekitr 475 Ha. Pada umunya Penduduk
Desa Tabarerah adalah Pe@ni.
d. Keadaan Topogsfi
Se@ra Umum Keadaan Topogefi Desa Tabarerah adalah
daerah Dataran tinggi dan daerah perbukign yang ketinggannya *
900 M dari permukaan laut, keadaan suhu ata-rata 17,25 . arak
desa Tabrereh menpdi Pust Pemerinthan des (Kantor Kepla
DesaKe Ke@matan : + 1KM.™
e. Iklim
Iklim desa Tabarereh selagaimana des-des lain diwilayah
Indonesa beriklim tropis dengn dua musim, yakni Kemarau dan

hujan.

" Rita Ariansi, Sekretds DesaTabarenah, Wawancara, Di Ruméh Kediaman lbu Rita
Ariansi, Hai Sabtu, Tanggd 25 Maret 2023, Whtu 14.30 WIB.
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Tabel 3.3

Data Sumber Daya manusia

1. Data Penduduk Des tabrenah

L aki-L aki Perempan Jumbh
557 535 1092
a. Potensi dn perselaran penduduk berdasarkan tingkat
pendidikan
SD SMP SMA DI-SllI
671 167 195 70

b. Potensi penduduk berasark an kelompok umur

Renting Usa Jumbh(Jiwa)
0-4Tahun 55

5-19 Tahun 421

1949 Tahun 300

50-59 Tahun 180

60 can Seterusny 105

c. Potensi penduduk berdisark an pekerjaan

Jenis Pekeggn Jumbh(Jiwa)
PNS/TNI/Polri 5
Pedagang 20




a7

Petni 1.115
BuruhTani 36
Pegwai Negeri 9
Peterak Ayam 5
Jasa 20
Tukang Kayu 35
Tukang Batu 25
Pensiuan LVRI 35
IndustriAtau Penggilingn Padi 8

Tabel 3.4

Data Sumber Daya Manusia

. Sumber Daya Alam

Jenis SIA Luas
Perkebuan 253 Ha
Perswahan 299 Ha
Danau -
Sungi 2
Hutan Rakyat 313 Ha
Hutan Lindung 200 Ha
Tabel 3.5

Data PotensiBangunan

. Potensi Bangunan

Jenis Banguran

Jumbh(Unit)

Masjid dan Mustelah

4
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Psarana Keselatan 2
Perlantoran 5
Psarana Olahraga 1
Sarana pariwisata 2
Pasar -
. Struktur Desa
Kepala Desa
Komi Aryadi
Sekretaris
Desa
Rita Ariansi
Kaur Tata Kaur Kaur
Usaha Keuangan Perencanaan
Pratiwi Lubis Endo Rinado Suhida Fitri
Kasih Kesra Kasi Kasi
Heldak Pemerintahan Reka
Lova
Kadus | Kadus 1l
Khairussami GandaFebriansyah
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7. Keadaan Struktur Sosial, Kultur d an Budaya Masyarakat Desa
Tabarenah™

Perpektif budya masyarakat Desa Tabarenah masih sangat
kenl dengn budhya Rejang, walaupun bua@ya-budaya dari suku kin
misalnya jawa dan suna dari suku Binnnya juga ada. Hal ini dapat
dimengerti larera hamper sema des di Kabupaten Regng Lebong
masih kuat pengruh kegjaan Repng Lebong.

Dari latar belbkang, kita bisa melihat aspek budya dan socal
yang berpengruh dalam kehidugn masyakarat. Didalam hubungnnya
dengn agama yang dianut misalnya, islam selagai agama mayoritas
yang dianut mesyarakat, dalam menplankannya sangat ken@l tradisi
budaya Rejang.

Tradisi budaya rejang sendiri berkenmdng dengn banyak
dipengruhi ritual-ritual atau keperayaan masyarakat sebelumagama
islam masuk. Hal ini menjebskan men@pa kegiatan kegatan
peringatan-peringatan keagamaan yang dimesyarakat terutma islam,
karera dipeluk masyarakat, dalam menglankannnya muncul kean
nuansa tradisinya. Atau kegatan-kegiatan budaya yang beramur dengn
nuansa agama islam. Contoh wng kita bisa lihat adalah peringtan
maulid nabi, IsraMi 4, kegiatan Khitanan |, Umbung, d@&mtodok

gotong royong Peahian).

S Rita Ariansi, Sekretds DesaTabarensh, Wawancaa, Di Rumah Kediaman Ibu Rita
Ariansi, Hai Sabtu, Tanggd 25 Maret 2023, Whtu 14.30 WIB.
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Seara individual dalam keluarga masyarakat des Tabarerah,
Tradisi Repng lama dipadu dengn agama islam, juga tetap dpe@ng.
Tradisi ini dilakukan sebin selagai keper@yaan yang mesih diyakini
selaligus digurakan selagai bagian cara untuk bersosiisasi dan
berinteeksi dimasyarakat. Misalnya: tradisi yasinan dan tahlilan,
dilaksanakan pada usia kehamilan menasuki usa 5 bulan, dan Agigah
pada bayi yang baru lahir (Suko Cupik).

Tetapi yang perlu divaspadai adalah muncul @n
berkemlangnya penshaman keyakinan tertedap agama ataupun
keperayaan yang tidak belkar dari pemahaman tertadap tradisi dan
budaya masyarakat yang su@h ada. Hal ini mengakibatkan munculny

kerengngan socal di masyarakat dan gesekn antara masyarakat.’®

8 Rita Ariansi, Sekretds DesaTabarensh, Wawancaa, Di Rumah Kediaman Ibu Rita
Ariansi, Hai Sabtu, Tanggd 25 Maret 2023, Whtu 14.30 WIB.



BAB IV

HASIL PENELITI AN

A. Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan Raya
di Tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan
Perlindungan Masyarakat.

Pemerindhan Des adalah  penyelenggraan  urusn
pemerinthan dan kepentingn masyarakat setempt dalam sistem
pemerinthan Negra Kesatuan Republik Indoesd.’’ Pemerinth Des
adalah Kepala Desa atau yang disebut deran nama lain dibantu peengkat
Des selagai unsur penyelengga Pemeringéhan Des.’® Badan tersebut
diatur mehblui Pemturan Pemeridh Nomor 72 Bhun 2005 tersng
Pemerindhan Des, yang dikeluarkan untuk medksanakan ketentan Pasal
216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Bhun 2014 terang Pemerirdhan
Daerah. Pemimpin pemeriahan des selagaimana dimaksud dilam Pasal
14 ayat (1) Alinea kedua adalah kepala desa yang beranggung gwab atas
penyelenggraan pemeringhan, pemkanguren, dan urusn sosal.”

Otonomi tersebut membeak hak, wewerang, can kewgjiban

kepada Pemerindh Provinsi/Kabupaten/Koa untuk mengtur dan

"Pasd 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Taun2004 Tentag Desa

®pasd 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Thun 2004 Tentag Desa

" Micho Anggrani, i | mp | esirRenatdram Daerah Nomor 11 thun 2017 Tentag
Penertiban Hewan Berk&ki Empd Dalam Kebup#en Musi Ravas Utara (Di Desa Maur Baru)
Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyeh , Skripsi (Curup: Progna Studi Hukum T&a Negaa
Fakultas Syaiah IAIN Curup, 2022),53.
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mengurus sendiri uram pemerinéh dan kepentingn masyarakat.®’
Untuk itu Remeringh Kabupaten Re@ng Lebongagar terciptinya rasa
aman dan tentam dalam kehidumn masyarakat dan terhindarnya
masyarakat dari gangguan sehingg terwujudnya kehidupmn masyarakat
yang damai dan sephtera meneapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Bhun
2021 Tenang Penyelengmaan Ketertitan Umum, Ketentman
Masyarakat dan Perlindungn Masyarakat di Kabupaten Regng Lebong.

Jalan rayaadalah fasilitas umum yang disediakan untuk semua
orang dan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jalan raya
yang dimanfaatkan secara pribadi secara tidak sah atau sama dengan
mengambil hak orang lain tanpa izin.

Pada dasarnya seseorang dapaiggunakan sebagian jalan raya
untuk kepentingan pribadi selama kegiatan tersebut memiliki izin
penggunaan jalan untuk hal lain selain lalu lintas. Namun dalam beberapa
kasus di masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan
fungsi jalan sesualengan peraturan perundamgdangan yang berlaku.

Jika dilihat dari adanya warga atau penduduk yang menggunakan
jalan raya untuk kepentingan pribadi maka tidak banyak mengandung
kemaslahatannnya justru lebih banyak mengandung keburukan dan
kerugiannnya. &erti, yang terjadi di Desa Tabarenah Kabupaten Rejang
Lebong para penduduk atau warga yang menjemur kopi di jalan raya

oleh sebab itu maka yang terjadi jalan yang seharusnya merupakan hak

Shttps://www.djkn.kemenkeu.go.idtikel/bacal12954/Kepia-Daerah-Mau-Daersh-
Maju.html Diakses Pda2 juni 2023 Pukul 20:37 WIB.


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12954/Kepala-Daerah-Mau-Daerah-Maju.html
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pengguna jalan justru dijadikan tempat untuk memenuhi kepentinga
pribadi yang mengakibatkan ganggguan pada fungsi jalan dan diduga
bisa menyebabkan kecelaka@ientunyahalini tidak sesuai degan pasal

13 ayat 5 Peraturand@rah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun
2021.

Selain itu, menjemur kopi di jalan rayai jjuga bisa membuat
jalanan menjadi macet dikarenakan saat mobil atau motor berpapasan
salah satu pengendara harus berhenti karena bagian jalan yang digunakan
untuk kegiatan selain lalu lintas. Tak hanya itu, kebiasaan masyarakat ini
juga dapat merusak kelahan kota, apalagi jalan raya Tabarenah ini
merupakan jalan lintas yang sering dilalui oleh pengendara yang
menghubungkan antar kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.

Dan yang menglankan serb memiliki kewerangan dalam
penertian Peraturan Daerah nomor 2 &hun 2021 ini alah pihak
pemeringh daerah meblui satuan polisi ppmong piaja (Satpol-PP), yang
mana tertem pada bab Il tentang kewemngan penyelenggraan
ketertitan umum, ketenaman masyarakat dan perlindungn masyarakat,

Bab VII tentang pembiman, pengendian dan pen@wasan Pesturan
Daerah Kabupaten Repng Lebong Nomor 2 dhun 2021 Tentang
Penyelenggraan Ketertien Umum, Ketenttiman Masyarakat Dan

Perlindungn Masyarakat meliputi :
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BAB Il

Kewerangan Penyelenggraan Ketertiban Umum, Keten@iman
Masyarakat Dan Perlindungn Masyarakat

Pasal 4

(1) Bupati berwerang dan berbnggung gwab atas ketertin umum,
ketenteman masyarakat, dan perlindungn masyarakat di wilayah
Daerah 2

(2) Kewerangan dan beranggung gwab selagaimana dimaksud @ada
ayat (1) dilaksanakan oleh Stpol-PP,

(3) Satpol PP @lam mebksanakan tuges dan tanggung @wab
selagaimana dimaksud p@da ayat (2), dapat berkordirasi dan
mengikutseidkan peangkat daerah dan insnsi vertial terkait.

BAB VI
Pembiraan, Pengenalian , can Pengwasan
Pembiraan, pengendian dan pen@wasan terhadap penyelenggraan
ketenteman, ketertin umum, @n perlindungn masyarakat dilakukan
oleh Bugti malelui Satpol-PP.%

Adapun faktor-faktor yang mempengruhi terlaksananya
Pemturan Daerah Nomor 2 Bhun 2021 Penyelenggraan Ketertikan
Umum, Ketentaman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di desa
Tabarenalada faktor pendukung &h faktor penglambat.

a. Faktor Pendukung
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesa disebutlan bahwa faktor
adalah keadaan atau peristva yang menyebbkan atau
mempengruhi terpdinya sesatu. Berdasarkan penger@n-pengertan

tersebut raka dapat disimpulkan bahwa factor adalah swatu keadaan

8 Perauran Deereh Kabupaen Rejmg Lebong Nomor 2 Taun 2021 Tentag
Penyelenggaan Ketertiban Umum Ketentrenan Masyarakat Dan Perlindunga Masyarakat Pasd

8perguran Daersh Kabupaen Rejmg Lebong Nomor 2 Taun 2021 Tentag
Penyelenggaan Ketertiban Umum, Ketentrman Masyarakat Dan Perlindunga Masyarakat Bab
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atau peristiva yang mempengruhi sebah proses, &sil, atau
prestsi.®® Berikut bebespa informan yang ditanyakan pada saat di
wawancarai mengemi apa saja yang menadi factor pendukung
Pemturan Daerah Kabupaten Regng Lebong Nomor 2 dhun 2021
Tenang Penyelenggaan Ketertien Umum, Ketentman
Masyarakat Dan Perlindungn Masyarakat.

Semakin banyak faktor pendukung penegan Peituran Daerah
Kabupaten Regng Lebong Nomor 2 dhun 2021 Terang
Penyelenggraan Ketertitan Umum, Ketentiman Masyarakat Dan
Perlindungn Masyarakat maka akan senakin mudah berplan dan
terlaksananya pemturan daerah ini. Seperti gyng dikatakan oleh
Bapak Indra Hadiwinata, S.H.,M.T sedku Kepala Bagian Hukum
Sekretriat Daerah pada saat di wawancarai mengemi faktor
pendukung pemeringh den@gn ditepkannya Pewrturan Daerah
Kabupaten Regng Lebong Nomor 2 dhun 2021 Terang
Penyelengagraan Ketertitan Umum, Ketentaman Masyarakat Dan
Petindungan Masyarakat ini mengatakan:
fYa dari pihak pemerindh daerah tentuny setuju dan sangat
mendukungdengn ditegpkannnya peraturan daerah nomor 2 @hun
2021 tendng penyelenggraan ketertin umum, ketenaman
masyarakat dan perlindungn masyarakat karema berkaitan dengn
kantibum merupkan salah satu urusn pemerindhan mengeai
kewerangan daerah teruama kewerangan pemeringdh bidang
ketertikan umum, keteniman masyarakat yang merupkan salah

satu urugan wajib yang berleitan den@n pebyanan dasar tentu
tujuan yang dimeksud yaitu dalam rangka untuk mewujudkn

8Kamus BesaBahasalndonesia
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suasana kehidumn masyarakat yang tertib, tentam, nyaman, bersih
dan aman hingaa perlunya ada suatu pengturan kepda masyarakat
teruama yang berkitan dengn masalah kantibum?2

Dengn adanya Pemturan Daerah Nomor 2 Bhun 2021 Terang
Penyelenggraan Ketertitan Umum, Ketentiman Masyarakat Dan
Perlindungn Masyarakat ini dapat mewujudlan swasana yang aman,
nyaman, tertib cn bersih. Diambahkan den@n bapak Satuan Polisi
Pemong Raja yaitu bapak Samsir Alam, SH. Sebgai Analis
Kebijakan pada Satpol-PP mengtakan:

A Kmi sangat satuju dan sangat mendukung sedti inil ah selagai
payung hukum kmi dalam meneapkan siatu aturan di masyarakat
baik itu di organisasi dan selagainya dengn adanya perda ini adalah
selagai senpta kami ada dalam artian kita bukan hanya melarang
sgja tapi dasarnya tidak ada kan tidak bisa dan tidak mungkin. Kami
sangat setuju dengn adanya perch ini maka kami dari pihak
pemeringh ada menerbitlan perd sapu jagat ini perda prantibum
sucgh menakup semanya termasuk perlaruan dari perca nomor 2
tahun 2021 inidan factor yang sangat mendukung sedti dalam
pelaksaan perdh ini yaitu bergantung adanya kesadaran masyarakat
yang kami harapkan masyarakat kita memiliki rasa memiliki kota
kita ini yaitu Rejang Lebong dn dukungn dari pihak-pihak
keamanan muki dari tingkat des, TNI, Polri, Babinsa itu yang
sangat mendukung selli bagi kami dalam peneapan perd ini
dikarerekan merela berkecimpung dngsung denan masyarakat
setagai mitrakami %o

Dari hasil wawancara diatas ada juga yang mengadi faktor
pendukung dri pihak pemerinéh dalam menegkkan Pemturan
Daerah Kabupaten Repng Lebong Nomor 2 dhun 2021 Terang

Penyelenggraan Ketertitan Umum, Keteneman Masyarakat Dan

8 |ndra Hadiwinata, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten RgjaLebong,
Wawancara, Di Kantor Bagian Hukum Kéupaen Rejag Lebong, Ha Rabu, Tanggd 14 Juni
2023, Wktu 14: 47WiB.

8 Samsir Alam, Analis Kebijakan Sauan Polisi Panong Prga, Wawancara, di Kantor
Sauan Polisi Panong Prga, Hari Kamis, tanggl 15 Juni 2023, Wdu 07:37 WIB.
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Perlindungn Masyarakat ini untuk disosalisasikan kepada
masyarakat sumya masyarakat bisa meraati Pemturan Daerah
tersebut, dambahkan juga oleh kapak Samsir Alam, SH. sebku
analis kebijakan pada Satuan Polisi Rmong Paja Mengatakan:
i 8tiap kami mekkukan patroli di kabupaten repng lebong ini lami
seblu menghimlau kepda masyarakat untuk memati peraturan dan
itu kami anggap selagai sosalisasi dikatakan di seluruh lingkup
rejang lebong kmi mebkukannya jika khusus untuk di akerah
tabarnah belum ada tentunya kesadaran masyarakat juga menpdi
factor yang sngat mendukung &mi dalam pebksanaan perdh ini®*

Dari hasil wawancara diatas pihek penerintah khususng Satuan
Polisi Pamong Psgja sudhh ikut serb dalam menertiblen dan
mensoslisasikan peeturan daerah yang ter@antum chlam bab Il
peraturan daerah kabupaten repng lebong nomor 2ahun 2021
tenang penyelenggraan ketertitan umum, ketenman amsyarakat
dan perlindungn masyarakat. Disampaikan juga oleh Sekredris
Desa bahwasannya Pihak Pemerindh Satuan Polisi Rmong Pgja
juga sudhh turut berprtisipasi didalam pebksaan Pesturan Daerah
ini, iamengitakan:
A Vektu HUT Kota Curup itu sudh ditegur oleh pibk PolPP larena
mengpa dikarerekan perb@tan masyarakat yang seperti itu
membuwat jalan menadi sempit lanya saja kesadaran masyarakat
yang mesih kuran g 0

Dan disampaikan juga salah satu kemla dusun 1 yang

mendkung dengn ditegpkannnya Peiaturan daerah ini yang

mengatakan:

8 Samsir Alam, Analis Kebijakan Sauan Polisi Panong Prga, Wawancara, di Kantor
Sauan Polisi Panong Prga, Hari Kamis, tanggl 15 Juni 2023, Wdu 07:37 WIB.
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ATentnn sakgat setuju dengn ditepkannnya Perda ini
dikarenekan perbiatan masyarakat yang seperti itu dpat memltawa
kepada bahaya yang besr jika pemturan itu ditaati juga dapat
mengussi resiko bear terjadinya kecebkaand®’

Kembali disampaikan salah satu masyarakat yang sangat
mendukung deran ditepkannnya Pemturan Daerah ini. la
mengatakan :

i 8ya selagai masyarakat sangat setuju dengn adanya peraturan
daerah ini dikarenakan adanya Pelturan daerah ini masyarakat akan
lebih tertib, tiddk semlarangan mebnggar aturan, karena penggul
jalan itu tidak hanya individu mehkinkan untuk umum dn banyak
orang. Dengn adanya perblatan masyarakat yang seperti itu cukup
meng@nggu én menakan bagian jaan ketika mengendrai motor
dan melintsi des tersebut kmi terpaksa melindas kopi yang sangat
berisiko tergelincio®®

Disampaikan juga salah satu penggua jalan yang sangat
mendukungadanya peraturan daerah tersebut:

i 8a selagai penggum jalan dan juga sering melindsi jalan
Tabarereh saya sangat setuju se8li ditetapkannnya Pelturan
Daerah ini selagai bentuk perhtian pemeringh didalam ketertiban
umum ini dengn adanya Peituran Daerah ini dapat mencipékan
kehiduman yang tertib,aman dan damai. Selagai seoang penggua
jalan dan sya juga sering melindsi jalan Tabarerah berdhsarkan
penglaman perb@atan masyarakat itu sangat meng@nggu sekli
dulu waktu kami sepuéng offroad dan mobil kami penuh denan
lumpur ketika kami lewat kami tidak ada pilihan lain sehkin
menindasi kopi mereka karera badan jalan yang tertutup oleh kopi
dan saat kami menindsi kopi merela merela malah marah ke kami
dikarerekan merela merasa dirugikan dan minta ganti rugi karena
kopi merela yang lengket ke &n mobil kami untuk itu sebrusnya
perbwtan seperti ini di#rang dan dihentikan karena sangat
meng@nggu sekli dan bisa mengundng ributantar masyarakat %

8Khairussami, Kepda Dusun | DesaTabarensh, Wawancara, di Kediaman Bapak
Khairussani, Hari Sabtu, Tanggd 17 Juni 2023, Witu 17.12 WIB

8Ade Pernades, Mayarakat, Wawancara, di Kediaman Bapak Ade Pernades, Hai
Selasa Tanggd 20 Juni 2023, Pukul 13:23 WIB.

8 MGS Yudistira, MasyarakatWawancara, di Kedianan BapakMGS Yudistira, Hari
Rabu, Tanggd 21 juni 2023, Pukul 16.55 WIB.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjia bahwa
merela sangat mendukung deran adanya petaturan daerah nomor 2
tahun 2021 tersing penyelenggraan ketertitan umum, ketenaman
masyarakat dan perlindungn masyarakat, hanya saja dalam
pelaksaannya belum berglan sesai dengan yang diinginkan
pemeringh  dikarenekan masih banyak yang mengadi faktor
penglambat dalam pengimplemerasian Pesturan Daerah tersebut.

. Faktor Penghambat

Dilihat didalam pebksanaannya peraturan daerah kabupaten
nomor 2 s&hun 2021 terang penyelenggraan ketertitan umum,
ketenteman masyarakat dan perlindungn masyarakat ini khususng
pasal 13 ayat 5 belum beglan atau belum terimplemeasikan sesai
yang diharapkan hal ini seswai dengan fenomen yang terpdi di Des
Tabareneh sampai saat ini tentunya hal ini terjadi dikarenakan ada
factor penghmbat dalam pebksanaan Pegturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong nomor 2ahun 2021 Tersng Penyelenggaan
Ketertiban Umum, Ketentiman Masyarakat Dan Perlindungn
Masyarakat. Untuk pebksaan penertilan yang dilakukan pihak
pemeringh kabupaten repng lebong khususmy belum begitu
terlaksanakan. Dikarenakan ada bebegpa faktor yang menglambat

diantaranya
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1) Kurangnya sosalisasi oleh Pemerinbh Daerah kepada
masyar akat
Dalam hal ini, sangat penting lagi pemerinéh daerah
dan peranggung awab penegkan pesturan daerah untuk
terus menginforrasikan atau mensoslisaikan kepada
masyarakat bahwa kepatuhan tertedap Pebsturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 dhun 2021 Tentang
Penyelengaraan Ketertitan Umum, Ketenaman Masyarakat
Dan Perlindungn Masyakarakat sangat pentinguntuk dibati
agar tercipanya rasa aman dan tentam dalam kehdu@n
masyarakat dan terhindrnya masyarakat dari gangguen
sehing@ terwujudnya kehidumn bernmasyarakat yang damai
dan sephtera seperti tujan yang tertea pada pasal 3
Pemturan Daerah Kabupaten Regng Lebong nomor 2ahun
2021 Tenwng Penyelenggaan Ketertilen  Umum,
Ketentaman Masyarakat Dan Perlindungn Masyarakat Jika
masyarakat kurang memiliki pengethuan tentng pesturan
daerah, merek akan kesuliBn untuk meratuhi pegturan
daerah tersebutSeperti yang dissmpaikan oleh Bapak Samsir
Alam, SH. %at diwawancarai mengea berapa kalikah
sosklisasi Peeturan Daerah ini dan terkhususng di Desa
Tabarenah, ia mengtakan:

N S alisasi Jika khusus di Destabarerah kami belum perah
melakukannya namum setap kami mekkukan patroli bukan
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hanya daerah tabarenah sgja atau dikhususng di des tertentu
itu belum 8pi setep kami mekbkukan Patroli kami seblu
menghimlau kemda masyarakat dan itu kami anggap itu
selagai sosklisasi jika dikhususng membwat acara
sosalisasi pera ini belum kami lakukan. . Kami melakukan
nya setap patroli jika dihitung persemisenya maksimal kami
dalam mekbkukan penyululan dan selagainya atau ingin
menyampaikan maksimal kami mekkukannnya 1 bulan
dikarenekan ruang lingkup kami tidak hanya di kota curup
sgja melainkan sampai ke kemla curup. Kami setep bulan
melakukan patroli atau himbauan kepada masyarakat masalah
peneepan perch dan aturan-aturan yang ada di Kabupaten
Rejang Lebong. Jik Patroli Harian itu kami lakukan di Pasar-
Pasar dan itu menadi tantangan belt bagi kami sebku
Satuan Polisi Rmong Pgjad™

Pentingny mensoslisasikan atau menginfornasikan
mengemi perdca ini kepada masyarakat sumya merela
mengeshui dan untuk terus tertib ah meraati perda ini
teruama dalam masalah ketertin umum ini, mmum jika
hanya dilakukan petroli saja tidak dikumpulkan masyarakat
se@ra langsungakan kemungkian kecil merelka mengeshui
perturan daerah yang ada dan untuk mematinya. Seperti
yang dijelaskan oleh &kretris Desa :

i Ja Sea@ra langsung dikumpulén seperti memhat acara
sosalisasi tidak perrah dilakukan mungkin dilarerekan kita
dides tapi kemaren itu waktu ada keramaian itu ada teguian

dari Satpol-PP untuk tidk menjemur kopi dglan rayad™

Bapak Khairussami  Sebku Kadus | juga
menyampaikan:

% Samsir Alam, Analis Kebijakan Sauan Polisi Panong Prga, Wawancara, di Kantor
Sauan Polisi Panong Prga, Hari Kamis, tanggl 15 Juni 2023, Wdu 07:37 WIB.

%! Rita Ariansi, Sekretds Desa Wawancara, Di Kediaman Ibu RitaAriansi, Hai Sabtu,
Tanggd 17 Juni 2022, Wigu 16.24 WIB.
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i Ja dilakukannnya sosklisasi oleh pitak pemeringh itu
belum perah dilakukan oleh pitak pemeringh, tapi kami
sebku peengkat des such memberiln himbauan dan
naselat kepada masyarakat agar tidak menjemur kopi dalan
karera bahayanya besr tapi dapat kita lihat juga fakta
dilapangannya merela tidak mempunyi lahan &

Disampaikan juga oleh @lah satu masyarakat yang
menjemur koping di jalan raya. la mengitakan :
i i&ka himbauan sudh perrah dilakukan pihek polPP kejada
desa kami namun dalam hal melakukan sengja sosalisasi itu
belum perah dilakukan sama selali 6™

Dari  penjebsan  diatas dapat  disimpulkan
bahwasannya kurangnya kerja sama antara pihak pemerinéh
dan masyarakat serd ini juga yang menadi alasan
masyarakat tidak mereati Pelaturan Daerah Nomor 2Tahun
2021 Tendang Penyelenggaan Ketertien  Umum,
Ketentaman Masyarakat Dan Perlindungn Masyarakat Ini.

2) Faktor Sarana dan Psarana

Tentunya memiliki sarana dan prasarana yang lenglap
adalah faktor yang mendukungdalam penegkan peegturan
daerah. Untuk memudhkan aparat penegk hukum @n pihak
yang menegkkannya, sampai saat ini Satuan Polisi Ramong

Praja dibatasi oleh srana dan prasarana tersebut. Seperti

yang dikatakan Oleh Bapak Samsir Alam, SH., sedku Analis

92 Khairussani, Kepda Dusun | DesaTabarenzh, Wawancara, di Kediaman Bapak
Khairussani, Hari Sabtu, Tenggd 17 Juni 2023, Witu 17.12 WIB

% Lova, MasyarakatWawancaradi Kediaman Ibuk Lova, Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023,
Waktu 16:43 WIB
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Kebijakan Satuan Polisi Rmong Paja Kabupaten Regng
Lebong sat di wawancarai ia mengtakan:

i Bktor penglambat itu tidak terlalu paling-paling dari segi
anggaran yang kurang mendukungdan masih kulangnya
kesadaran masyarakat®™*

Sehin itu beliau juga mengtakan :

fiKita sudh ada PPNS (Penyidik Pegvai Negeri Sipil) yang
mengatur ini sudkh ada 4 orang kita punya dari rejang lebong
ini termasuk @ya sendiri ramun kita terkendla dibagian
Satpol-PP Rejang Lebongini adalah atasannya yang belum
penyidik, jika pimpinan nya PPNS ju@ enak selab apa kami
bisa membuwat sult peringh tugas kami memproses siu
pelanggararan alurnya jadi lanca karea kami hanya selatas
memberi teguan, pembiman, yaitu dalam artian sanksi
administrasi ya kalo dia itu pelanggarnya mengguiakan izin
dan selagainyainyaizinnyabisa kitatar i % o

Berjalannnya suatu Peturan Daerah Satuan Polisi
Pamong Pagja (Satpol-PP) bh yang memiliki kewemangan
didalam penertilan Perc jika terpenuhing anggaran maka
akan sangat memiantu dan mempermugh berplannya
Pewaturan Daerah ini.

Sebkin itu Bapak Kadus | jugg mengtakan saat
diwawancarai mengem faktor penglambat didalam
berjglannnya Pematuran Daerah ini beliau mengtakan:

i lkmi dari pemerineh des sudh memberilan arahan
supaya tidak menjemur kopi dglan dan bahayanya juga besr

karera kita lihat juga disini merela juga tidak mempunyi
lahan terkendla dalam lahan temmat menjemur kopi tergksa

| ova, Masyarakat , Wawancara, di Kedianan Ibuk Lova Hari Juma, tanggd 23 Juni
2023, wktu 16:43 WIB.

% Samsir Alam, Analis Kebijakan Sauan Polisi Panong Prga, Wawancara, di Kantor
Sauan Polisi Panong Prga, Hari Kamis, tanggl 15 Juni 2023, Wdu 07:37 WIB.
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masyarakat des sini menjemur kopingdijalan sehbin itu juga
dapat membwat kopinya cept kering Sebearnya sudbh

disiapkan heler untuk menjemutopi namun harus antri jika
yang stu sudhh kering laru yang kedwa lagi yang menjemur
dan proses ng lama seperti itu seahgkan masyarakat kita
ingincem ke ingod

Berdasarkan  hasil wawancara diatas  dapat

disimpulkan bahwa masih banyaknya faktor penglambat

didalam pebksanaan Pesturan Daerah Kabupaten Regng
Lebong Nomor 2 ghun 2021 terng Penyelenggaan

Ketertiben  Umum, Ketenmman  Masyarakat dan

Perlindungn Masyarakat teruttma dari masyarakat, padahal

jika terus dibarkan berpelang memilawa kepada mafsadah

ataubahaya.

c. Faktor penghambat Dari M asyar akat

Hukum can masyarakat berhubungn satu sama lain, di mana
ada hukum, di situada masyarakat. Kebeedaan hukumadalah untuk
mengatur kehidu@n bernasyarakat, agar masyarakat mempunyi
kesadaran hukum terhdap norme-norma tingkah laku yang dbpat
dianut dan tingkah laku yang menyimpang dari  kehidu@n
masyarakat dalam peneapan Pepsturan Daerah Kabupaten Regng
Lebong Nomor 2 @hun 2021 Ter@ng Penyelergraan Ketertikan

umum, Ketentman Masyarakat dan Perlindungn Masyarakat ini

% Khairussani, Kepda Dusun | DesaTabarenzh, Wawancara, di Kediaman Bapak
Khairussani, Hari Sabtu, Tanggd 17 Juni 2023, Wktu 17.12 WIB.
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adalah Mayarakat yang menadi subjek uéma dalam penertilan
Perdatersebut.

Namun selbgaimana yang su@h dibahas sebelumny pada saat
menjalankan Pesturan Daerah Kabupaten Repng Lebong Nomor 2
Tahun 2021Tentang Penyelengraan Ketertiban umum, Ketentaman
Masyarakat dan Perlindungn Masyarakat ini, ada bebeapa factor
yang membat Pewrturan Daerah ini belum bemglaan sesai yang
diharapkan kepmda masyarakat, yaitu:

1) Kur angnya Kesadaran Masyar akat

Pendidikan pada dasarnya adalah ussha manusia Memperlas
pengethuan yang membentuk réi, sikap dan perileku. Selkin
itu, pendidilan juga merumkan kebutulan manusia Karera
setep orang mutbk membutuhkn pendidilen sampai tidak
peduli di mana dia berada. Bahkan manusia akan menglami
kesulian dan tidak akan mampu berkembng jika tidak ada
pendidikan. Den@n demikian, pendidikan harus diarahkan untuk
membentuk ranusi yang berkuwlitas, mampu bersing,
memiliki budi pekerti yng luhur é&n bermoal yang kaik.

Dalam pebksanaan Pesturan daerah Kabupaten Regng
Lebong Nomor 2 dhun 2021 Terang Penyelenggaan
Ketertiban Umum, Ketentiman Masyarakat dan Perlindungn
Masyarakat, kesadaran masyarakat menpdi hal yang sangat

berpengruh terredap peneapan Pesturan Daerah ini.
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Selagaimana yang disampaikan oleh Bapak Samsir Alam, SH
sebku Analis Kebijakan pada Satuan Polisi Rmong Paja
(Satpol-PP) Kabupaten Regng Lebong Mengtakan bahwa:

i K edaran Masyarakat kita yang nesih rendh karema
kesadaran masyarakat ini adalah hal sangat penting diédlam
pelaksanaan perd tersebut raunya kami masyarakat memsa
memilikinya kota kita ini Rejang Lebongni selagian yang ngerti
dalam artian paham ya merelka enek dalam artian kita sudah
menyampaikan ini sebearnya tidak berer dan tidak boleh
dilakukan merela se@ra sponéin kalau menang ini tidak boleh
ada juga selagian yang sadar tapi kebnykan masyarakat kita
tingkat kesadaran nya yang nesih ren@h mungkin mere&
mersa maunya saya sih deerah daerah saya ada juga yang
mersa seperti itu dilererakan masyarakat juga kan macam-
macam watak dan pendidilan, latar belakang nya juga berbea-
bedo’’

Hal yang ssma juga disampaikan oleh slah satu masyarakat
pemilik kopi yang menjemukopinya dijalan raya:

fi &mi sudhh tau adanya larangan menjemurkopi dijalan raya
namun kami tidak tau apa nama perturannya. Alasan kami
melanggar pemturan tersebutdikarerekan kami tidak punya
pilihan lain karena kami juga tidak mempunwi lahan dari dulu
kami juga seperti inidan halaman kami inilah jalan raya dan
disini ada heler untuk menjemur kopiamun helerng kecil dan
harus antri bisa-bisa kopi kami menpdi hitam sehin itu juga
menjemur kopi dijalan ini membat kopi kami cept kering
apalagi kalau hari panas itu 2 tari saja cepat kering &pi kami
juga memikirkan jangan sampai pengguia jalan yang terptuh
karera kopi kami yang beeda dijalan &

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kuangnya kesadaran
masyarakat berdampak besr terhadap pebksanaan Peiaturan

Daerah Kabupaten Regng LebongNomor 2 shun 2021 Terang

" Samsir Alam, Analis Kebijakan Sauan Polisi Panong Prga, Wawancara, di Kantor
Sauan Polisi Panong Prga, Hari Kamis, tanggl 15 Juni 2023, Wdu 07:54 WIB.

% Yeni, MasyarakatWawancara, di Kedianan Ibuk Yeni, Hai Juma, Tanggd 23 Juni
2023, W&ktu 16:42 WIB.
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Penyelenggraan Ketertitan Umum, Ketentiman Masyarakat

dan Perlindungn Masyarakat karena bagaimapun nmasyarakatlah

yang mengadi objeknya.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebiasaan Masyarakat Desa
Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan Raya

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Figh siyasah yang
membahas masalah perundamglangan negaradidalamnya juga membahas
konsepkosnep konsttusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas
lagi bahwa Siyasah Dusturiyah membahas konsep Negaranhdklam
Siyasah dan Hubungaymbioticantara pemerintah dan warga Negara serta
hakhak yang wajib dilindungi.

Penyusunan peraturan perundamglangan ialah bertujuan untuk
mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh
penegak hkum dan masyarakat. Dalam Siyasah Dusturiyah mengenal
pengaturan perundanglangan, pada prinsipnya harus mengacu pada nash
(Al-Quran dan Sunnah) dan Prinsip jalbnashalih wa dar ahafasid
(mengambil maslahat dan menolak mudharatiya).

Kabiasaan masyakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan
raya ini tidak sesuai dengan pasal 13 Ayat 5 Peraturan daerah kabupaten
Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, ketentraman Masyarakat dan Perlindungan MasyarBkaaturan

daeah kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang

% Makhrus Munajat dan Siti Fatimafimu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,
(Yogyakarta:Semesta Aksara, 2019), -13.
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Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman Madsytaradan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Siyasah Dusturiyah sebagaimana
yang dikutif Khallaf, mendefiniskan Siyasah Dusturiyah adalah hubungan
antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta
kelembagaatk e | e mbagaan yang ada dal am masya

Berdasar Tinjauan siyasah Dusturiyah adalah sangat baik jika
Pemerintah Daerah di dalam Islam melakukan Penertiban terhadap
masyarakat yangmenjemur kopi dijalan raya tentunya hal ini sangat
menguntungkan dan membawa kemaslahatan umat didalamnya.

Dari segi dampaknya jika akibat suatu perbuatan menghasilkan
kemaslahatan seperti yang diajarakan syariat, maka wasilah hukumnya boleh
dikerjakan, namun sebaliknya jika akibat perbuatan adalah mafsadah
walaupun tujuan nya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh dikerjakan.
Seperti yang terjadi di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara menjemur
kopi dan penggunaan jalan raya secara prilyatdig dapat nmeyebabkan
gangguan bagi pengendara kendaraan yang melintasi jalan tersebut.

Siyasah Dusturiyah ini sangat terkait dengan masalah menjemur
kopi dijalan raya ini. Karena kita bisa mengetahui bahwa pada asalnya
menjemur kopi dijalan raya ini hukumnya mubaltetapi disisi lain jika
dilakukan di jalan raya yang jelas sering dilewati oleh pengendara kendaraan
umum maka bisa menimbulkan mafsaganbg tentunya hal ini bertentangan

dengan prinsip Siyasah Dusturiy&yantara mafsadat yang bisa ditimbulkan:
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1. Bisa meyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan jalan
yang menjadi licin

2. Kondisi jalan yang kotor akibat bekas kopi yang dijemur

3. Ditambah lagi menjemur kopi dijalan raya ini dilakukan secara illegal

atau tanpa izin resmi dari Pemerintah Daeralebents

Dari fenomena yang dijelaskan bahwa kebiasaan masyarakat
Desa Tabarenah yang menjemur kopi dijalan raya ini tidak sesuai dengan
prinsip Siyasah Dusturiyah tentunya hal tersebut harus dihentikan dan
dilarang dikarenakan menimbulkan kemudharatan Wzaki dirinya
sendiri maupun bagi pihak lain yang lebih besar dari pada kemaslahatan
yang dicapai.
Berdasarkan Tinjauan Siyasatuduriyah maka pemerintah
membuat peraturan yang ditujukan untuk masyarakat demi kemaslahatan
masyarakat itu sendiri, dan kejsmn menaati kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah. Seperti : yang ada dialam@u r 6 an  Nisa ayét 59A n
tentang prinsip hak dan kewajiban Negdaa akyat:
NL 7 QRgil NN NG, nANnLiGY 64 N
£ O RrijAcyjet i g VE00), i g eRsiiirka e o Rz 1L
A DX NEBNNTELY R
Artinya :

Wabhai orangorang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi
Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kdika.

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada AHah (Al

Qur dan) dan Rasul (sunahnya) j i ka kai
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Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di
dunia dan di akhirat)**°

Salah satu kemaslahatan umat vyaitu setiap tindakan
kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkuthbkkrakyat yang
bertujuan mendatagkan kebaikan sebab pemimpin adalah pengemban
amanah. Berbicara mengenai kemaslahatan erat kaitannya dengan
mengedepankan kepentarg umum dari pada kepentingan pribatémi
mewujudkan kemaslahatan dan nilai kemanusiaan. Sehingga jika hal itu
berkenaan dengan kebaikan bersama aeenvujudkan citecita sesamgang
lebih besar, wajib bagi kita untuk mendahulukan kepentingan numu
dibandngkan dengan kepentingan pribadi.
Firman Al | ah -Qluarddaal na -Bhsyr aghnd: AA |
UNz Lj st AEnDxA ALidts NL njT N
NREGHD ALOLn NJ njf njee Lj ALjd N
£z t HUNNA é\ltjg § RaBLjzt
Artinya :
Orangorang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman
sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke
(tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya
terhadapapa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan
(Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang
mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orarang yang
beruntung***

Itulah orangorang Anshar, pembeldan penolong Rasul dan

yangmenampung beliau dan saudaedaranya yang hijrah dari kemiskinan

WAL Qur 6an SlisaAydi59A n
9IA]-Quran Surah AHasyr Ayat 9
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itu. Mereka adalah menetap dalam kota Madinah itu dan tetap pula dalm
Iman lalu menunggu saudaranya yang hijrah dan meninggalkan kampung
halamanya itu.

Merekaitu kasih kepada orangrang yang telah berhijrah kepada
merekaTlidak ada rasa benci atau akuatau bosan dengan saudarakam
yang baru datang itu, fankan belas kasihanlah yang ada.Dan t i dak
merekadapati dalam dada mereka suatu keinginanpun gariyang telah
diberikankepada mereka. Artinya tidaklah ada rasa dengki atau iri hati kaum
Anshar itu meilhat Allah dan Rashlya memberikan anugrah berlebih
kepada saudar saudara kaum Muhajirin itu.Dan mereka lebih
mengutamakan (saudasaudara merekgang baru datang itu), lebi dari diri
mereka sendiri, walaupun mereka dalam kesutftan.

Allah menerangkan bahwa golongan Anshar adalah ecagg
yang beruntung. Mereka adalah oramrgng Islam penduduk Madinatang
telah menolong dan memberikan banymntuan kepada kaum Muhajirin
Mereka bahkan lebih mengutamakan dan mendahulukan keperluan Muhajirin
daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sebenarnya memerlukannya.
Berdasarkan yang telah mereka sepakati sesuai ketentuan dan petunjuk Nabi,
kaum Andar bersedia hidup senang dan susah bersama Muhajirin

Pada ayatini diterangkan sikap orapgrang mukmin dari
golonganAnshar dalam menerima dan menolong saudawmlara mukmin

dari golonganAnshar dalam menerima dan menolong saudaumlara

192 Muhammad Jordy — fAtgat Dalam AlQur 6 an Skri psi (Fakultas Ush
Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019)580
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mereka orangrang Muhajirin yang miskin, dan pernyataan Allah yang
memuji sikap mereka itkarenamereka mencintai orangrang Muhajirin |
dan menginginkan agar orangrang Muhajirin itu memperoleh kebaikan
sebagaimana merekaengingkan kebaikan itu untuk dirinya.agulullah
SAW mempersaudarakan orangang Muhajirin dengan Orargang
Anshar, seakarakan mereka saudara kandung. Orarang Anshar
menyediakan sebagian rumaimah mereka untuk orarangMuhajirin 1

Dalam hadits juga meriwayatkan

Abu Bakar AshShi ddi q radhiyall ahu 0 a
bersedekah dengan seluruh haralamya. R
lantas bertanya kepadanya,
- g onl» LA IGrNOIEEAE RaND . . HgOBY 278Gk ¢

A AL &Ljl

Artinya :
AApa yang engkau sisakan untuk kelwuar
titipkan mereka kepada Allah dan Radiy a. 6 Umar bin Khat
mengat akan, Al tul ah mengapa aku tidak
Sebelumnya Umabersedekah dengan separuh hartanya dan menyisakan
separuhnya untuk keluarganya. (HR. Abu Daud, no. 1678 dan Tirmidzi, no.
3675. AtHafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan)

Dengan menerapkan pringgpinsip Siyasah Dusturiyah demi

mempertahankan hukum syarad maka kebi

di jalan raya ini harus dihentikan sehingga dengan adanya larangan atau

198 Muhammad Jordyii Altsar Dalam AIQ u r & &krisi. (Fakultas Ushuludin Adab dan
Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019),5#
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penghentian atas kebiasaan ini memperkecil peluang pujaditga
perbuatan yang menimbulkan mafsadat.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan kebiasaan
masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya ini tidak sesuai
dengan prinsip Siyasah Dusturiyah bahwa pada asalnya menjemur kopi
dijalan ini adahh boleh namun jika dilakukan di jalan raya hukumnya
menjadi dilarang karena lebih besar menimbulkan mafsadah difilggean

maslahat yang di dapat.



BAB V
KESIMPUL AN
A. KESIMPUL AN
Dalam penelitan yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-

hal selagai berikut

1. Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi dijalan tidak
sesuai dengarPasal 13 Ayat 5 Pesturan Daerah Kabupaten Repng
Lebong Nomor 2 @hun 2021 Terang Penyelengmaan Ketertitan
Umum Ketenteman Masyarakat Dan Perlindungn Masyarakat.
tentunya kebiasaan masyarakat Desa Tabrenah ini bertentangan dengan
Penerapan Peraturan Daerah Misyarakat sangat mendukung dngan
ditetapkannyaPemrturan Daerah, hanya saja didalam pebksanaannya
belum berlan sesai yang diinginkan pemerindh Kabupaten Regang
Leborg dan khususng pemangkat des Tabarereh belum naksimal
dikarenekan masih banyaknya faktor penglambat dalam pelaksanaan
Pemturan Daerah ini . Perama dari pihak pemeringéh yang mengadi fakor
penglambatnya adalah 1) kulangnya sosalisasi oleh peneriniah kepada
masyarakat; 2) Sarana dan Psarana. Kedua dari masyarakat yaitu :
Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

2. Kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemurdkggdan raya ini
bertentangandengan prinsip Siyasah Dusturiyah bahwa pada asalnya

menjemur kopi dijalan ini adalah boleh namun jika dilakukan di jalan

74
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raya hukumnya menjadi dilarang karena lebih besar menimbulkan
mafsadah dibandingkan maslahat yang di dapat
B. SARAN
Saran yang diinginkan penulis didlam penelitan ini adalah:

a) Diharapkan kemda Pemerinah Kabupaten Repng Lebonguntuk sedlu
mensoslisasikan Pesturan Daerah Kabupaten Regng LebongNomor 2
Tahun 2021Tentang Penyelenggraan Ketertitan Umum, Ketengiman
Masyarakat Dan Perlindungn Masyarakat Ini kepada masyarakat untuk
mengubah kebiasaamasyarakat Desa Tabarenah yang menjemur kopi
dijalan.

b) Dibutuhkan terchpatnya kerja sama yang lebih aktif dan teroganisir
antara pemeringh, Satuan Polisi Rmong Pgja, peangkat des dan
tokoh mnesyarakat serb pemuda beserd warga yang lain tergabung
didalam ormes ataupun or@nisasi socal yang lain selagai upaya
penceghan tertedap kemneslahatan.

c) Diharapkan kepada masyarakat Tabarenah supaya memiliki lahan kosong
sebagai tempat untuk penjemutkapi agar tidak menjemur kopi di jalan

yang dapat mengganggu ketertiban umum.
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NO: 154 /In.J4/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu .tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan u
seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM O h U B KU —

Prodi : Hukum Tata Ne Siyasah Syari

Judul : (w\um«\mﬁ.ﬁ e\ée«'.. "‘emﬁyfh) x(ﬂ{".'{!?..,....‘i.“.‘.’.'.‘:‘.’.‘...
Jechory, w2 Aalin 2021 Sendera Servelevanpan. .
Qi geAmiavar | Wgyarda  aan TXUOCWGan
e R i

Petugas seminar gmpog wildhy Y oy ST -

Moderator :Nwe Aent...... . éVlS“‘ ..... st

Penguji 1 ¢ \abtue gyan - (5 s |

Penguji I ‘X\\\’“\W"MH‘ ......................................

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka dipen
h“i: “b?g'amk‘\’: d{gw\u\k%ahi .c..%axw%.wi.!!zw!?sz'.sis!ﬁ;a.....'l,‘.«.m!...'
Resabwan,, Qaerzh, v §L.he 2] ann | Je LA beetbm
% S e v S S PO

...........................

> W
i
%
!

....................................................................................

.......................................................................................................

Dengan bcrbaﬂu calatan tersebut di atas, maka judul proposal
nama s, doe., ane %...dinyatakan Layak/Fideke—Emyak untuk diteruskan dalam ran

penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak den
berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu |
tanggal. D4..bulan..¢\....tahun. 2.07. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak d
menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya,

Curup,21 Desember 2

Moderator,
)

W

tluc Aeay

........................




LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

Proposal Penclitian yang berjudul * IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DINTINJAU
DARI FIQH SIYASAH" : Studi Kasus Desa Tabarenah.

Nama : Wulan Dwi Ameilia

Nim : 19671026

Prodi : Hukum Tata Negara
Proposal diatas telah diseminarkan pada Rabu, 21 Desember 2022 dan telah disetujui

untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.

Curup, 02 Januari 2023

Disetujui oleh tim seminar

Pembimbing | Pembimbing 11

NIP : 198008182002121003 NIDN : 2020116902
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM STUDI HIUKUM TATA NEGARA

IAIN CURUP FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. e nIn34FS IMTN PP.00.9/ 12023

Lampiran Do-

Prihal : Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
Munaqasal/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda langan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (H
Fakultas Syari’ah & Ekonomi Islam IAIN Cumr‘ Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama LWutan Dwd

NIM "’“""

Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTNYSyari'ah & Ekonomi Islam
Pembimbing /11 LRt Seh Lt s iy buhart gy
Judul Skripsi Mppen o ot 18 gl £ eradinan clacr Babi

rq&h;'?&&'onS"M?'ihu 2051 feniany g e le Reye
sicgarak el o fari ik OARLER Vil o
Setelah  melakukan pertimbangan dan  hal-hal lainnya maka nama y
bersangkutan dirckomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasalv/Skripsi ke Faku
Syari’ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi
dibuat dengan sesungguhnya,

Cop e ... 205
Ketua ;.
, Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

& da.

\
David Aprizon Putra,. SH,.MH
NIP. l?90q405 2019031013
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IAIN CHRIP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor ~ 60.@./In34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMRBIMBING I DAN PEMBIMBING Il
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang

Mengingal

Menetapkan

Pertama

Ketiga
Keempat
Kelima

Keenam

Tembusan :

b i o ik

N

-

Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing | dan 11
yang bertanggung jawab dalam penyclesaiun penulisan yang dimaksud; :
Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakup dan mampu
serta memenuhi syarat untuk discrahi tugas tersebut.

Undang-undung Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyclenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang
Pengangkatan Rektor Institul Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;

Swat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama Rl Nomor:
0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengankatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN
Menunjuk saudara:
1. Mabrur Syah, 8.Pd.L, S.IPL, M..H.I NIP. 198008182002121003
2. Albuhari, M.H.I NIP. 2020116902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing scbagai Pembimbing I dan
Pembimbing IT dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA :  WULAN DWIAMEILIA

NIM ;19671026

PRODI/FAKULTAS :  Hukum Tata Negara (HTN)/Syari’sh dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI :  "Implementasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Ketertiban

Umum Ditinjau Dari Figh Siyasah® (Studi Kasus Desa Tabarenah)

wkmm;lmmmdﬂmgﬂdlm_dlnbnkhirmllhlla'lpﬂm&nym
nhol&MINOmnuanmbinpnlehhmuplimuhnujlkSKinldﬂmphn; .
UjhndaiptidihknhntddlhmehknmhnpomhimbhmminlmﬂdphhnmjlkSKm
di . )
Scmmlkmdmbah' scbagaimana mestinya apabila dikcmudian hari terdapat kekeliruan dan
kesalahan. ) )

Surat Keputusan ini dh-nplikmkcpadlylngbatnukunnunmkdikeuhmdndshknuhn.

Ditetapkan di: Cunip
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Dekan,

g M.Ag
NIP.197)02021998031007

1. KaBiro AU, AK IAIN Cursp



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

IAIN CURUP D A e e s
Nomor : 33 5/1n.34/FS/PP.00.9/05/2023 Curup, 22 Mei 2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal :  Rekomendasi Izin Penelitian
Kepada Yth,

Pimpinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Rejang Lebong

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Wulan DwiAmcilia

Nomor Induk Mahasiswa : 19671026

Progran Studi : Hukum Tata Negara(HTN)

Fakultas : Syari‘ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Dacrah Kabupaten Rejang Lebong

Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggarman Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau dari Figh
Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah)

Waktu Penelitian : 22 Mei 2023 Sampai Dengan 22 Juli2023

Tempal Penelitian : Pemda Rejang Lebong dan Satpol PP Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

y700p021998031007 “*
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PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 BTelp. (0732) 24622 Curup

SURATIZIN
Nomor : 503/ 304 /IP/DPMPTSP/V1/2023

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

Dasar: 1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor
335/In.34/FS/PP.00.9/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL :  Wulan Dwi Ameilia/ Curup, 26 Mei 2001

NIM : 19671026

Pekerjaan :  Mahasiswa

Program Studi/Fakultas :  Hukum Tata Negara (HTN)/ Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Proposal Penelitian : Implementasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan
Masyarakat Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Lokasi Penelitian . Pemda Rejang Lebong dan Satpol PP

Waktu Penelitian : 08Juni 2023 s/d 22 Juli 2023

Penanggung Jawab :  Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Harus taati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku,

b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.

c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai
perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.

d) lzin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak
menaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 08 Juni 2023

Plt Kepala DE@ Pe

J‘l:‘? /W.E
‘t-- 0200903 1 004

Tembusan :
1 Kenala Radan Keshanennl Kah RI



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA TABARENAH

Jalan Dr. Ak. Gani Desa Tabarenah

\

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 140.2/ 69 /TBR/I11/2023

Yang bertanda Tangan di Bawah ini Plh Kepala Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong, Sehubungan adanya Surat Permohonan Izin PENELITIAN Kepada

Nama : WULAN DWI AMEILIA

TTL : Curup,26 MEI 2001

Pekerjaan : Mahasiswa

Program studi : lmu Hukum / Hukum Tata Negara

Tanggal :25 Maret 2023 s/d 31 Agustus 2023

Tempat : wilayah Tabarenah

Acara : Implementasi pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyclenggaraan  Kelertiban
Umum Ketentraman Masyarakat,dan Perlindungan Masyarakat ditinjau Dari
Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah)

Penangung Jawab  : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP.

Demikianlah Surat Permohonan ini Saya Buat, Selaku Plh Kepala Desa Tabarenah agar kiranya
Bapak /Ibu dapat bekerja sama yang baik dan memberikan keterangan kepada yang namanya tersebut di atas
saya haturkan terima kasih.

Tabarenah, 25 Maret 2023
UPATE
SA TABARENAH
Al Sekrg Desa
= a £ \
( KEPALA DT &;( Gl

ABARED,

*@ 4.;
N e P ARIANSI
N CRO¥ T 7

&

fi

PEMER,

f
I
\

s
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PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA

DESA TABARENAH
Jin. Dr. Ak. Ghani, Desa Desa Tabarenah

w
SURAT KETE TELAH ITL

Nomor :\4¢-Z 6 TBRAI2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Desa Tabarenah, menerangkan
bahwa mahasiswa Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Curup ;

Nama : Wulan Dwi Amcilia

Nim 1 19671026

Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 25 Maret - 31 Agustus 2023 di
Desa Tabarenah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong untuk menyusun
skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 13 Ayat 5§ Peraturan Dacrah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat Di Tinjau Dari Figh Siyasah
(Studi Kasus Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara) Dan telah menyelesaikan
penelitian pada tanggal tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
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Pemerintah Dacrah

No

Pertanyaan

Keterangan

Apakah Dari Pihak Pemerintah Setuju Dengan Adanya
Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggraan
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan
Perlindungan Masyarakat ?

Menurut  Bapak, Bagaimana Tanggapan Masyarakat
Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan

Perlindungan Masyarakat Sejak Perda Tersebut Di Sahkan
?

Dari Pihak Pemerintah Apa Saja Yang Menjadi Factor
Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan  Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?

Apa Tindakan Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Dalam
Menertibkan Pemilik Kopi Yang Masih Melangggar Tata
Tertib Yang Ada Di Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggraan
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan
Perlindungan Masyarakat ?

Bagaimana Tanggapan Bapak , Jika Masih Ada Pemilik
Kopi Yang Masih Melanggar Tata Tertib Jalan, Angkutan
Jalan Dan Angkutan Sungai Yang Ada Dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?
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Satpol PP

No

Pertanyaan

Keterangan

Apakah Dari Pihak Pemerintah Setuju Dengan Adanya
Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggraan
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat  Dan
Perlindungan Masyarakat ?

Adakah Sosialisasi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan  Ketertiban Umum, Ketentraman

Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Terkhususnya
Di Desa Tabarenah ?

Berapa Kalikah Pihak Pemerintah Mensosialisasikan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Ini Dj Kabupaten
Rejang Lebong Khususnya Di Daerah Tabarenah

Menurut  Bapak, Bagaimana Tanggapan Masyarakat
Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang  Penyelenggaraan
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan

Perlindungan Masyarakat Sejak Perda Tersebut Di Sahkan
Y3

Apa Tindakan Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Dalam
Menertibkan Pemilik Kopi Yang Masih Melangggar Tata
Tertib Yang Ada Di Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggraan
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan
Perlindungan Masyarakat ?

Dari Pihak Pemerintah Apa Saja Yang Menjadi Factor
Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum, Ketentraman
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Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?

Bagaimana Tanggapan Bapak , Jika Masih Ada Pemilik
Kopi Yang Masih Melanggar Tata Tertib Jalan, Angkutan
Jalan Dan Angkutan Sungai Yang Ada Dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?

Apa Yang Menjadi Kendala Dari Pihak Satpol Pp Yang
Sebagaimana Didalam Perda Tersebut Satpol Pp Lah
Yang Memiliki Kewenangan Dalam Penertiban Peraturan
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat
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Masyarakat

No

Pertanyaan

Keterangan

Apakah Bapak Atau Ibu Khususnya Di Desa Tabarenah Ini
Mengetahui Apa Itu Peraturan Daerah

tJ

Apakah Bapak Dan Ibu Mengetahui Mengenai Peraturan
Dacrah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat

Scjak Kapan Peraturan Dacrah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan
Masyarakat Ini Mulai Berlaku Yang Bapak/Ibu Ketahui

Adakah Sosialisasi Dari Pihak Pemerintah Tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat
Terkhususnya Di Desa Tabarenah ?

Berapa Kalikah Pihak Pemerintah Mensosialisasikan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Ini Di Kabupaten
Rejang Lebong Khususnya Di Desa Tabarenah

Apa Tindakan Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Dalam
Menertibkan Pemilik Kopi Yang Masih Melangggar Tata
Tertib Yang Ada Di Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggraan
Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan
Perlindungan Masyarakat

Menurut Bapak Dan Ibu Apa Saja Yang Menjadi Factor
Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum,  Ketentraman
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Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

.| Apa Yang Menjadi Alasan Bapak Atau Ibu Menjemur

Kopi Jalan Raya?

.| Seberapa Sering Bapak Atau Ibu Menjemur Kopi Jalan

Raya ?

10

Sejak Kapan Bapak Atau Ibu Menjemur Kopi jalan Raya
?

11

Berapa Lama Bapak Atau Ibu Menjemur Kopi Dijalan
Raya

96
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
-~ alan Dr.. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 aincurup blogspot com

e —

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Tumitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan
pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul  :“Implementasi Pasal 13 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman

Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau Dari Figh Siyasah.”

Penulis : Wulan Dwi

NIM  :19671026
Dengan tingkat kesamaan sebesar 13 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Curup, 04 Juli 2023
.- Pemeriksa
*/“Admin Tumitin Prodi Hukum Tata Negara
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ORIGINALITY REPORT

13 12 5

Y

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES -
. reposutory rademntan ac. |d y
Internet Source %
. book iaincurup.ac.id 1
Internet Source %
. Submltted to UIN Raden Intan Lampung 4
Student Paper %
. e- theses iaincurup.ac.id “
Internet Source %
. dlazprakasa blogspot.com 1
Internet Source %
H repository.unib.ac.id 1
Internet Source %
repository.upstegal.ac.id 2"
Internet Source %
n online-journal.unja.ac.id 2
Internet Source %
layanan. hukum uns.ac.id 1
Internet Source < %




10|
1]
=
l
l

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

research.unissula.ac.id

Internet Source

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

repository.unimal.ac.id

Internet Source

lib.unnes.ac.id
Internet Source

repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source

Submitted to Institut Pemerintahan Dalam

Negeri

Student PmH

repOSItory uin-suska.ac.id
Internet Source

pt scnbd com

Internet Source
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dlgl|lb uin- suka ac.id

Internet Source




N
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Alcika Ferdin, Ridham Priskap, Bustanuddin <1
Bustanuddin. "URGENSI CONSTITUTIONAL
QUESTION PADA MK DALAM UPAYA

MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL

WARGA NEGARA", Limbago: Journal of
Constitutional Law, 2022

102

Publication
Ell:.hflrsggndapat.files.wordpress.com < %

scholar.unand.ac.i '
Internet Source d = Id < %

www.reéearch ate.net 4
Internet Source g < %
Roy Marthen Moonti. "HAKIKAT OTONOMI <j %

DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

DI INDONESIA", Al-Ishlah : Jurnal llmiah

Hukum, 2017

Publication

eprints.walisongo.ac.id /
ImE-)mcl Source g < %

dfcoffee.com /1

Ifl)(emel Source < %

dspace.uii.ac.id Y
lm(-v‘:el Source < %
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PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMy,

Menimbang

Mengingat

TENTANG

. KETENT!
DAN PERLINDUNGAN Magyp o nAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—
.

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa untpk mewujudkan  suasana kehidupan
masyarakat ‘yang tertib, lentram, nyaman, bersih dan
aman, perlu adanya suaty pengaturan  mengenai
penyelenggaraan  ketertiban umum, Kketentraman
masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan
meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Rejang Lebong;

bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan
Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan urusan
pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan
perlindungan masyarakat .sebagai urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang
penyelenggaraan  dalam  Kabupaten/Kota  menjadi
wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan
Dacrah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

insi Negara
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1967 ;{;;nsc;r 19, Tambahan

baran Negara Indonesia Nomor S
Llﬁlmdnng-Und:ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I:mbax:;
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Irbdo:::iaUNZT:;
i iubah dengan Undang-Un

5234) sebagaimana telah diuba
Nomgr 15 %:hun 2019 tentang Perubahan ﬁl;t:;ble):&a&gn-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentnng- ;

! ik '.‘_.‘[l.
.. 3
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Pefundang.Undan

. n

ch“bm‘ l:t:onesla Taht_m 20% Nori::rm :)3:;? nTam':):gha;na

4. Undang.Unde  RePublik Indonesia Nomor 6398);
Pemm'rgna: Bas h"°"‘°" 23 Tahun 2014 tentang
Tahun 20) erah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia N 44 Tambahan Lembaran Negara
diubah, terapper oo0!) S¢bagaimana telah beberapa kali
2015 tcnctl:n § o Undang-Undang Nomor 9 Tahun
Nomor 23 g Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(SLBe"ITan'lba']{\e Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
’ an Lembaran A :
Nomor 5679); Negara Republik Indonesia

S. ;fral;;::lan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Tah nya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
un 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan _Pohsi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 590);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tantang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 705);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);

10. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyedinan
Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis
Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
550);

12 l‘crtztumn Dacrah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2018 Nomor 133).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Menetapkan

dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:
PERATURAN  DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

KETERTIBAN UMUM, KET
PERLINDUNGAN Moy E;I_NTRAMAN MASYARAKAT DAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
menjadi

pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang
kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
rdiri dan

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang te

teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Kantor adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang sclanjutnya disebut Satpol
PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang

Lebong.

wilayah kerjanya berada dalam Daerah.

8. Peraturan Dael
yang di
persetuj

. Peraturan Bupati a

10. Ketentram
arti bebas dari gan
maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan

wan bersama Bupati Rejang Lebong.
dalah Peraturan Bupati Rejang Lebong.

dalam masyarakat.
dalah ukuran dalam suatu lingkungan

. Ketertiban umum a
kehidupan yan
baik pribadi maupun seba
mematuhi kaidah hukum, norma agama,

raturan pcrundnng-undnngnn.

12. Perlindungan masyar
dimana warga masyarakat

pengetahuan d

ketentraman
sosial kemasyarakatan.
3 e A

i-"-.- Supm— =

Instansi Vertikal adalah satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang

rah adalah peraturan perundang-undangan
bentuk oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong dengan

an adalah situasi dan kondisi yang mengandung
gguan dan ancaman baik dan fisik
dan kekhawatiran

g berwujud oleh adanya perilaku manusia
gai anggota masyarakat yang
norma sosial dan

kat adalah suatu kcadaan dinamis
disiapkan dan dibekali
an keterampilan untuk melaksanakan
kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan
memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan,

dan ketertiban masyarakat serta kegiatan
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| caneiris

13,

14. Pe;

15,

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Ketentrmy
llv\a)'nﬂ\kn:“.mln:‘y:‘l“"“""' Ui dan perlindungan
kaidah hukym VORI tatanan yang sesunl dengan
p"'"“"\"n-umlln::”,r‘m" BN, norma posinl dan peraturan
kehidupan yong """r :, “‘l‘llnm terselenggaranyn sendi-sendi
masyarakat, bangsa J:“::'&;;::: aman dan tenang baik bag
Wran: Daeral adatah suntu upaya atau
‘erturan Dacrah ditanti oleh manynraknt
Penyidik Pe lnith\lhunmn denpan Pemerintah Daerah,
PPNS  adal l'{‘J\Wn Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
Pemeri A0 pegawal negeri sipll tertentu ditingkungan
fintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
p“;““dﬂns-undnnmn untuk  melakukan  penyldikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
:’ell\yidlknn adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam
'al menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk
mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan
Buna menemukan tersangkanya.
Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan,
penyuluhan dan penindakan.
Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratil yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Dacrah dalam penegakan
Peraturan Daerah.

|. negakan  Perm
tindakan agar |
dan/atau yang

- Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud

mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang
terjadi di lingkungan masyarakat.

Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan,
pemeriksaan dan penyelesaian.

Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini
terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan
pelaksanaannya serta gangguan ketentraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat.

Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau
penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati.

Tuna Sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di
dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna
susila.

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan
tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam
masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal
dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup
mengembara di tempat umum.

Pengemis adalah orang-orang yang ) mendapatkan
penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum
dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan
belas kasihan dari orang lain. )

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya
berada dijalanan atau tempat-tempat umum yang dapat
men ketertiban umum.

Nn:@;ﬁ‘lla adalah orang yang melakukan hubungan
seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah
dengan mengharapkan imbalan atau upah scbagai balas
jasa serta mengganggu ketertiban umum.

., A
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28.

29

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.

40.

-Perjudian adajap

Asusilay adalah
merusak send
melanggar

dan normga hukum

setiap perbuatan gn

i x A ggota masyarakat yang
"sendi kehidupan sosia) kemasyarakatan yang
BAama, kesusilaan, adat istiadat

sekelompok Orang  dengan  maksud mendapatkan
keuntungan atau perbuatan r pa
dengan ity yang dapat dipersamakan
xlf;‘:]';(‘::d&mlkohol adalah minuman yang mengandung
P atau etano] (C2H50H) yang diproses dari bahan
fermentaal g:nn% Tilc:sgandung karbolpdrat dengan cara
donman can estilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik
tiday, mcmberﬂcan_perlakuan terlebih dahulu atau
kona Maupun yang diproses dengan mencampurkan
onsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran
yang merupakan hasil usaha dalam negeri maupun impor.
Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk
kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan
tem.p'at-tcmpat umum lainnya.
Fasnhla§ Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu
yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat
ibadah,  pendidikan,  keschatan, olahraga, pusat
perbelanjaan, niaga  pemerintah, pelayanan umum,
rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah
desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang
disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan
untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna
mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut
memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban
masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi
lalu lintas umum.
Jalur Hijau adalah sctiap jalur yang terbuka tanpa
bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian
lingkungan  sesuai dengan rencana Daerah yang
pemanfaatan dan  pengawasannya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.
Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum
yang disediakan untuk pejalan kaki.
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat.
Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat
konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan
khusus.
Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang
bergerak ~ maupun  barang tidak  bergerak  yang
dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
perundang-undangan. ) -
Aparatur adalah pejal.).m. pegawai ncgcn.sxpnl dnn/maq
pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

5 }\w
T Aoy B .l
$ s TR

T
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41. Iz
Da:z::al!:l:d dok"..k:'ne“ yang dikeluarkan oleh Pemerintah
yang m e Pe'.‘t“"m Daerah atau peraturan lain
diperbol:}:u pakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

42. Setiap orang adalah orang o
B Perseorangan atau badan usaha,
baik y:ll:xiu berbentuk badan hukum maupun yang bukan
m.
43.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah,

masyarakat ataupun yayasan.

44.Tempat  Usaha adalah tempat untuk melakukan
usaha/kegiatan bagi orang persecorangan, masyarakat,
badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu
wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.

45.Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang
perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang
dn}akukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu
lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima,
usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa
tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau
ketentraman masyarakat.

46. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang
memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan
kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin
terhadap suatu kegiatan tertentu.

47.Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan
umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan
pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan
permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai
fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub,
karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.

48. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana
lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki
dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

49. Penyakit yang Meresahkan adalah suatu kondisi patologis
berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi dan/atau
jaringan tubuh manusia, yang menimbulkan kegelisahan
terhadap lingkungan sekitar.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam
rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk
mengubah sikap mental sehingga terwujud  kepatuhan
masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 3

mﬂ:! fiilclapkannyn Peraluran  Dacrah ini adalah agar
ke atr?: "8 aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat
erhindamya  masyarakat  dari gangguan  schingga

terwujud
ujahljer: Y2 kehidupan * bermasyarakat yang damai dan

BAB Il

Ke\'\g:umom PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
TE MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Pasal 4

(1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban
umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan

@ "?uylmkal di wilayah Daerah.

cwenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

(3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi
dan mengikutsertakan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal terkait.

BAB IV
KEWAJIBAN PENYELENGOARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
ketertiban  umum,  ketenteraman masyarnkat  dan
perlindungan masyarukat dilaksanakan melalui:

A, perencanaan,

b. pencegahan;

c. penegakan Peraturnn Daerah dan Peraturan Bupati;
d. perlindungan;

c. pembinaan; dan

{. monitoning dan evaluasi.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayvar (1) tenntegrasi
dengan kewajiban Perangkat Daerah

Pasal 6

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
hurul a tercantum dalam:
o rencana strategis, dan
b rencana kena

(2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Satpol PP

Pasal 7

(1) Pencegahan sebagumana dimaksud dalam Masal 5 ayat (1)

hurufl b meliputi:
.
7 -
b=, .
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2. sosialisasi;
- Pembinaan, pen
; » Pengawasan dan :
€. seminar/workshop;dan /atau REOFMMGaD;
(2) Pebpmanan patrol.
% aan penCanhan se! : & t
(1) dilaksanakan ojeh St ‘;;?almana dimaksud pada aya

Pasal 8

() Penegakan Peraturan Daerah dan _PeraturanBupat
a dim:
dilakukan melalui: d dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢
a. peningkatan kesadaran;
b. peningkatan ketaatan; dan
¢. penerapan sanksi.

2 Penlng!mmn kesadaran dan peningkatan ketaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan
kﬂvmangan.

(3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan
peningkatan ketaatan tidak diindahkan.

(4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan penyclidikan dan penyidikan yang
dilakukan oleh PPNS.

Pasal 9

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf d meliputi:

a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan Kketertiban
masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai
dengan norma agama dan kesusilaan;

b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban
masyarakat dan segala potensi gangguan yang
bertentangan dengan Peraturan Dacrah dan Peraturan
Pelaksanaannya.

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi kepada Perangkat

Daerah dan Instansi Vertikal.

Pasal 10

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf e melalui:
a. sosialisasi produk hukum;
b. bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah; dan
¢. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait

lainnya.
Pasal 11

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) hurufl [ dilakukan terhadap penyelenggaraan
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah.

111



112

BAB vV

K -

ETERTIBAN UMUM, KETENTIERAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian kesaty
Ketertiban Umum
Pasal 12

Untuk melaksanakan ketertiban wmum perlu  dilakukan
pembinaan  penertiban masyarakat olch Satpol PP scsuai
kcwen.an'gannyn meliputi:
a. ten!b Jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai;
- tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
: lert!b sungai, saluran, kolam, waduk dan danau;
- tertib lingkungan dan persampahan;
- tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
tertib bangunan;
. tertib sosial;
- tertib kesehatan;
tertib tempat hiburan dan keramaian;
tertib pelajar/mahasiswa;
- tertib kerukunan umat beragama; dan
- tertib peran serta masyarakat.

—a M MO A0

Paragraf 1 )
Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai
Pasal 13

(1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
a. berperilaku tertib;dan
b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

(2) Setiap pcjalan kaki wajib: )

a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi
pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;dan
b. menyeberang ditempat yang telah ditentukan.

(3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan
kelancaran lalu lintas. )

(4) Setiap orang atau badan dilarang un_tuk mengadakan dar!
memasang perlengkapan jalan pada jalan Daerah, kecuali
atas izin pejabat yang berwgnnng.

(5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan

a jalan Daerah.

(6) g:jia; orang dilarang melakukan  perbuatan  yang
mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan
pada jalan Dacrah.

Pasal 14

' makai jasa kendaraan umum wajib menunggu di

(n ‘s:.:::l ;;nbcrhentian yang telah ditetapkan. )

(2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus
berjalan sesuai dengan ruas Jjalan yang telah ditetapkan.

9 T
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LENMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Sava vang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan

penjelasan datam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

\ama

Jems Kelaman

Alamat

Pekerpaan/ Jabatan

Judul

/nr/ho Heddisineta M. T

latr - |aki

: fﬂ”ﬂ”df &iy 9allﬂ$

1,"(,\0/« A:q/an Avkum Lrretenat Aaerech /‘yqng [elon

Implmentasi Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat

Ditinjau Dari Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak

manapun. Saya menyadari bahwa penclitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden,

oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, (4 Jun‘- 2023

——

/\;;\\ KAZN\
Sy 3

Py Hadesinat< Gy mr )
Q‘P\'O?OIOM;‘/’” 12 (00 )
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Sava rang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan

penjelasan dalam penclitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

Pekeryaan/ Jabatan

Judul

: SAMSIR. Alam, 5

. Lok - lak/

. Kel. purion depun kee. merigi kob k epakiong
. Analm’ kebygeakayn, po pp RL. dan pPAS '

. Implmentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak

manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden

oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, /S (Jom 2023

NI
SR A

T4aAmsik Alam, sy
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LEMBAR PERSETUIUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan

penjelasan dalam penclitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

Pekerjaan/ Jabatan

Judul

: \’)\\n At\c.q\.l‘n

pn 'Y\Pd an

:J' D‘" Ak. Gani Desa '(abnrrna‘-

S‘t‘k‘ fedans ij'n

: Implmentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang

Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat

Ditinjau Dari Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak

manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden,

Oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Tabarenah, 25 Ma®F 2023
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan

penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama ! RAairvSami
Jenis Kelamin o fakl - ekl
Alamat : 0; dabarenah Os. |

Pekerjaan’ Jabatan  : /é,,(u‘ p 01:. Aebostena b

Judul : Implmemasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).
Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak
manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden,

oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, 3 gon 2023

Z

b}am/lraml )
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LILNBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Nay 2 vang benanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan

‘oelesan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama  kova

lenis Kelamm Pmﬂpw-n

Alaman 3 Dﬂ* dabarena k .
Pekeraan’ Jabatan /A, puman danqa=
Judul Implmentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang

Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).
Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak
manapun. Saya menyadari bahwa penelitian im tidak akan merugikan saya sebagai responden,

oleh sebab it saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, <5 duﬂl 2023

\eb
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Sava vang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan

penelesan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama ¢ \/en‘l
JTenis Kelamin ; me)runn

Alamat : Df- ']quba.@na‘\ D‘,j-(\ /

Pekerjaan Jabatan  ©  [hy  Rumviah ,‘.&“q.“_

Judul . Implmentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).
Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak
manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden,

oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, 22 d,on'. 2023

([ feri
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Sava vang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan

penjelesan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

Pekerjaan/ Jabatan

Judul

A-a(,e Qma neles

/qk/ - /Qki

~ C/Q,,Q,, Joherman

G

: Implmentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang

Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat

Ditinjau Dari Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).

Demikianlah surat persetujuan ini saya fandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak

manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden,

oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Cump, Ded(gn: 2023

( Ao’é fernancles . )
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Sava vang bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan

penelesan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu;

o MGG NUPHISTIRA F
Jenis Kelamin S F{ -t
L OL. M, THAM ZIy Vo fro

Alamat

Pekerjaan/ Jabatan =\ |2 4 CA 4

Judul . Implmentasi Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
Ditinjau Dari Figh Siyasah (Studi Kasus Desa Tabarenah).
Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak
manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden,

olch sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Curup, J.m'- 2023

e

KL(uol\Sf‘lm )
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Wawancara dengan masyarakat Desa Tabarenah yang menjemuopi dijalan

WA

Wawancara dengan Masyarakat Desa Tabarenah yang menjemur kopi di jalan

raya
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Wawancara dengan Ibu Sekretaris Desa

Wawancara dengan Kepala Dusun | Desa Tabarenah



